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Segala puji kehadirat Allah SWT dengan Rahmat dan Magfirah-Nya serta
salawat serta salam teruntuk Nabi sepanjang zaman, Muhammad SAW. Yang
telah membawa kita dari alam jahiliah menuju alam yang terang benderang. Atas
Ridha-Nya dan doa yang disertai dengan usaha yang semaksimal setelah melalui
proses yang panjang dan melelahkan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.
Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa
untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah
pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan
penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini,
penulis memilih judul “Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petani
Pemilik Modal Dengan Petani Penggarap Ditinjau Dari Syari’at Islam Di
Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa”. Semoga
kehadiran skripsi ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap
pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini. Dalam mengisi hari-hari
kuliah dan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan,
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xABSTRAK
Nama : Muhammad Guntur
Nim : 10200107046
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petani Pemilik
Modal Dengan Petani Penggarap Ditinjau Dari Syari’at Islam
di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kab. Gowa
__________________________________________________________________
Skripsi ini adalah studi tentang sistem bagi hasil garapan padi antara petani
pemilik modal dengan petani penggarap kaitannya dengan apa yang dianjurkan
oleh Syari’at Islam di Desa Bontobiraeng Kecammatan Bontonompo Kabupaten
Gowa. Sampai saat ini perjanjian bagi hasil usaha pertanian masih digunakan oleh
masyarakat di Desa Bontobiraeng. Perjanjan bagi hasil ini hanya dapat muncul
dalam masyarakat dimana sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam
menunjang perekonomian masyarakat tersebut dan sistem bagi hasil yang
dilakukan oleh masyarakat Bontobiraeng pada umumnya adalah menurut hukum
adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun, pokok masalahnya
adalah apakah sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa
Bontobiraeng sudah sesuai dengan sistem bagi hasil yang dianjurkan oleh Syari’at
Islam khususnya dalam bidang pertanian.
Menurut masyarakat di Desa Bontobiraeng, perjanjian bagi hasil adalah
merupakan suatu perjanjian yang sebagian besar tidak tertulis tapi hanya
didasarkan atas dasar saling percaya saja, dimana pemilik lahan/modal
mengizinkan petani penggarap untuk mengolah tanahnya dengan pembagian
hasilnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
Tujuan dari penelitian perjanjian bagi hasil ini adalah untuk mengetahui
bagaimana cara pelaksanaan, faktor-faktor yang mendasari sistem bagi hasil dan
sistem bagi hasil yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan
syari’at Islam.
Untuk menjawab persoalan tersebut, maka penulis melakukan penelitian
dengan menggunakan metode pendekatan syar’i, sosiologi dan yuridis. Metode
pengumpulan data yang digunakan adalah Library Research dan Field Research
(Observasi, Interview dan Dokumentasi), selanjutnya pengelolaan data dan
analisis data digunakan metode Induktif, Deduktif, dan Komparatif.
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang
dilakukan oleh masyarakat (pemilik modal dan petani penggarap) di Desa
Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kab. Gowa sudah sesuai dengan sistem
bagi hasil yang dianjurkan Syari’at Islam yaitu Al-muzara’ah dan Al-musaqah.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan negara agraris dimana sektor pertanian memegang
peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini menyebabkan
sebagian besar penduduk atau tenaga kerja menggantungkan hidup atau bekerja
pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian.
Dengan ciri perekonomian agraris, maka lahan pertanian merupakan faktor
produksi yang sangat besar bagi petani. Perbedaan penguasaan terhadap jumlah
dan mutu lahan mengakibatkan perbedaan produksi dan pendapatan dalam sektor
pertanian, pendapatan yang diterima oleh petani menentukan pola konsumsi dan
tabungan petani.
Sektor pertanian memiliki peran besar dalam pembangunan perekonomian.
Sektor ini tidak sekedar menjadi kontributor utama, tetapi juga menjadi sarana
penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan devisa melalui kegiatan ekspor,
sumber pendapatan masyarakat, penyedia bahan pangan dan bahan baku industri,
serta penanggulangan kemiskinan.
Salah satu tujuan pembangunan sektor pertanian secara khusus adalah
untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, dengan demikian diharapkan dapat
memenuhi kebutuhan pasar domestik bahkan pasar internasional.1 Peningkatan
1 Mubyarto, Pengantar Ilmu Pertanian (Jakarta: Erlangga, 1985), hal. 35
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2produksi tersebut diarahkan pada pencapaian swasembada pangan sehingga dapat
mendorong peningkatan taraf hidup petani, selain itu mempunyai potensi yang
sangat besar untuk penghasil devisa dan bahkan akan menjadi mata perdagangan
yang dapat memperkecil devisa yang selama ini digunakan untuk mengimpor
produk pertanian.
Besarnya penduduk Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata
pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak petani yang ingin bercocok
tanam namun tidak memiliki lahan atau modal. Oleh karena itu, sebagai sarana
atau jalan untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki
lahan pertanian maka diadakanlah suatu bentuk perjanjian antara pemilik lahan
dengan petani penggarap dengan menerapkan sistem bagi hasil dari lahan
pertanian yang diusahakan.
Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam bidang pertanian dikenal dengan
istilah Muzara’ah.2 Muzara’ah merupakan sebuah akad kerja sama pengolahan
tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan
memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara
dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.3 Dalam muzara’ah
pada umumnya benih disediakan oleh pemilik lahan dan pengelola tanah hanya
bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan.
2 Adimarwan Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2008), hal. 14
3 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 99
3Bagi hasil merupakan suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan atau
modal dengan pekerja.4 Munculnya perjanjian ini dikarenakan adanya petani
pemilik lahan yang tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak
memiliki kesempatan untuk mengelola suatu jenis pertanian tersebut, dan
terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau penggarap yang
memiliki keahlian dalam mengelola suatu jenis usaha pertanian, namun tidak
memiliki lahan atau modal untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, petani
melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antara
kedua belah pihak juga untuk saling mempererat tali persaudaraan dan tolong-
menolong diantara mereka. Maka Islam mensyari’atkan kerja sama ini sebagai
upaya atau bukti saling bertalian dan tolong-menolong antara kedua belah pihak.5
Dalam hal pembagian hasil, harus memberikan ketentuan secara konkrit
mengenai bagian yang akan didapatkan oleh pemilik lahan dan bagian yang akan
didapatkan oleh petani penggarap. Misalnya pembagian hasil itu ditentukan
apabila biaya ditanggung bersama-sama, maka bagian yang didapatkan antara
petani pemilik modal dan penggarap masing-masing mendapatkan seperdua (al-
musyarakah).6 Demikian juga apabila penggarap yang menanggung biaya (benih
dari si penggarap), maka penggarap mendapatkan dua bagian dan pemilik lahan
hanya mendapatkan satu bagian (mudharabah).7 Sebaliknya, apabila semua biaya
ditanggung oleh pemilik lahan, maka pemilik lahan atau modal mendapatkan dua
4 Mubyarto, Pengantar Ilmu Pertanian (Jakarta: Erlangga, 1985), hal. 34
5 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah XI (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), hal. 191
6 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 90
7 Ibid.,hal. 99
4bagian dan penggarap lahan mendapatkan satu, dalam hal ini penggarap hanya
bertanggung jawab atas masalah pengairan atau penyiraman (al-musaqah).8
Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada
umumnya adalah atas kemauan bersama (pemilik lahan dan penggarap), dengan
tujuan saling tolong-menolong antara petani, dan perjanjian bagi hasil tanah
pertanian yang berlaku didalam masyarakat umumnya, dilakukan secara lisan dan
atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.9
Demikian juga perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Bontobiraeng
Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa  pada umumnya dilakukan secara lisan
dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Adapun sistem
bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Bontobiraeng pada dasarnya
tergantung dari kesepakatan bersama menurut adat kebiasaan setempat yang
berlaku secara turun-temurun. Mereka tidak menyadari apakah perjanjian yang
dilakukan itu sudah sesuai dengan syari’at Islam atau tidak. Intinya mereka hanya
menganut sistem bagi hasil yang telah berlaku pada masyarakat umumnya
berdasarkan perjanjian yang telah disapakati bersama.
Sistem penguasaan lahan pertanian di Desa Bontobiraeng lebih banyak
terjadi melalui sistem bagi hasil. Bagi petani berlahan sempit sistem bagi hasil
tersebut dinilai lebih menguntungkan dibanding sistem sewa, karena resiko usaha
8 Ibid., hal. 100
9 A.P Parlindungan, Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia, (Bandung: CV. Mandar
Maju, 1991), hal. 2
5yang dapat disebabkan oleh kegagalan tidak hanya ditanggung oleh petani
penggarap, tetapi ditanggung pula oleh petani pemilik lahan.
Masyarakat Desa Bontobiraeng pada umumnya adalah petani, ini
disebabkan karena tidak adanya keahlian atau pekerjaan lain yang dimiliki,
terutama bagi mereka yang tidak bersekolah atau generasi muda yang putus
sekolah yang secara tidak langsung mengantarkan mereka menjadi seorang petani,
sehingga banyak dari petani yang menggantungkan hidupnya pada sektor
pertanian.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten
Gowa dengan memilih judul “Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petani
Pemilik Modal Dengan Petani Penggarap Ditinjau Dari Syari’at Islam di
Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis dapat
menarik beberapa sub permasalahan:
1. Bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap
yang terjadi di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten
Gowa?
2. Bagaimana Tinjauan Syari’at Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Garapan
Padi Antara Pemilik Lahan Dengan Petani Penggarap Yang Terjadi di
Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa?
6C. Hipotesis
Berdasarkan dari pokok masalah dan sub masalah tersebut di atas, maka
penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:
1. Sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Bontobiraeng Kecamatan
Bontonompo Kabupaten Gowa antara pemilik modal dengan petani
penggarap adalah menurut hukum adat kebiasaan setempat dan
kesepakatan kedua belah pihak dengan saling mempercayai satu dengan
yang lainnya, baik dari segi permodalan maupun pengelolahan.
2. Sistem bagi hasil yang dianjurkan oleh syari’at Islam khususnya dalam
bidang pertanian yang dimaksud adalah dimana pemilik modal
memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan
dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen
disebut al-Muzara’ah, dan bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan
pengelola, dimana aktivitas yang dilakukan pengelola hanya menyangkut
segala hal yang berkaitan dengan masalah pengairan dan penyiraman,
namun si pengelola berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen disebut al-
Musaqah.
D. Pengertian Judul
Judul Skripsi ini adalah “Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petani
Pemilik Modal Dengan Petani Penggarap Ditinjau Dari Syari’at Islam di Desa
Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa”. Agar tidak terjadi
7kerancuan dalam menginterpretasi judul skripsi ini, maka penulis memberikan
pengertian beberapa kata yang dianggap perlu antara lain:
Sistem adalah suatu organisasi berbagai unsur yang saling berhubungan
satu dengan yang lain dimana unsur-unsur tersebut juga saling mempengaruhi dan
saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.10
Bagi hasil adalah suatu pemberian dari hasil usaha untuk orang yang
mengelola atau menanami tanah pertanian dari yang dihasilkannya seperti
setengah atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan
kedua belah pihak (pemilik lahan dan penggarap).11
Penggarap berarti pekerja, pengelolah atau orang yang mengerjakan dan
sebagainya.12 Atau dengan pengertian lain, penggarap adalah seorang atau badan
hukum dari satu pihak yang mengadakan perjanjian dengan pemilik tanah dilain
pihak, dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tanah untuk
menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan pembagian
hasilnya antara kedua belah pihak.13
Syari’at adalah kumpulan hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan
manusia yang diambil dari berbagai sumber yaitu Al-Qur’an, hadist, ijma dan
qiyas. Islam adalah agama yang di wahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w
untuk disampaikan kepada ummatnya.14 Jadi Syari’at Islam adalah seluruh
10 Ismail Nawawi, Ekonomi Islam (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009), hal. 41
11 Sayyid Sabiq, Fiqhi Sunnah XI (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), hal. 18
12 Ismail Nawawi, Ekonomi Islam (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009), hal. 299.
13 http://hukum.unsrat.id. Pengertian Bagi Hasil, Di kutip pada tanggal 02 Juli 2012
14 Kamus Istilah Fiqih (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hal. 343
8ketentuan ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadist yang
mencakup aqidah, akhlak dan muamalah.15
E. Kajian Pustaka
Kajian pustaka yang dimaksud dalam skripsi ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan bahwa masalah pokok yang dibahas sesuai dengan teori
yang ada dalam buku, yang mengacu kepada sistem bagi hasil garapan padi antara
petani pemilik modal dengan petani penggarap ditinjau dari syari’at Islam.
Adapun buku-buku yang menjadi acuan untuk pembahasan selanjutnya
adalah sebagai berikut:
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah,dalam bukunya menjelaskan bahwa bagi hasil
adalah pemberian hasil usaha untuk orang yang mengelola atau menanami tanah
dari yang dihasilkannya seperti setengah, atau lebih dari itu atau pula lebih rendah
sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik modal dan penggarap).16
Mubyarto, Pengantar Ilmu Pertanian,dalam bukunya menjelaskan bagi
hasil yaitu sebagai suatu jenis kerja sama antara pemilik modal atau tanah dengan
penggarap.17
Van Hoeve, Ensiklopedi Indonesia, dalam bukunya menjelaskan bahwa
bagi hasil yaitu dimana seorang petani pemilik tanah mengajak petani lain untuk
menggarap seluruh atau sebagian tanah miliknya dengan perjanjian bahwa si
15 Ismail Nawawi, op. cit. hal. 104
16 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah XI, (Bandung: Al-Ma’rif, 1987), hal. 18
17 Mubyarto, Pengantar Ilmu Pertanian (Jakarta: Erlangga, 1985), hal. 38
9penggarap menyerahkan sebagian yang telah ditentukan terlebih dahulu (misalnya
separoh) dari hasil panennya kepada pemilik tanah.18
Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, dalam bukunya mengatakan bahwa
bagi hasil itu sendiri berasal dari hukum adat, yang biasanya disebut juga dengan
hak menggarap, yaitu hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah
milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan di bagi antara kedua
belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil
tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar
terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan
hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik tanah.19
Soerojo Wirdjopoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, dalam
bukunya mengatakan bahwa dasar dari pada transaksi bagi hasil adalah pemilik
tanah ingin memungut hasil dari tanahnya atau ingin memanfaatkan tanahnya tapi
ia tidak ingin atau tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya.20
Dengan adanya literatur-literatur di atas, yang tentunya memiliki
hubungan dengan tema skripsi yang akan dibahas nantinya. Buku-buku tersebut
memiliki perbedaan dalam menyajikan sebuah pembahasan, walaupun ada yang
memiliki tujuan yang sama namun berbeda dalam penyajian teori-teori serta dapat
membuka wacana berpikir untuk menyelesaikan penelitian atau pembahasan
skripsi ini yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petani Pemilik
18 Van Hoeve, Ensiklopedi Indonesia (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1980), hal. 354
19 Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hal. 51
20 Soerojo Wirdjopoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: PT. Gunung
Agung, 1984), hal. 211
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Modal Dengan Petani Penggarap Ditinjau Dari Syari’at Islam Di Desa
Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa”.
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani
penggarap di Desa Bontobraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten
Gowa.
2. Untuk Mengetahui bagaimana syari’at Islam mengatur tentang sistem bagi
hasil antara pemilik modal dengan petani penggarap.
Kegunaan dari penelitian ini adalah:
1. Meningkatkan kemampuan untuk mengkaji dan memecahkan masalah
yang dihadapi oleh petani dalam pelaksanaan sistem bagi hasil agar sejalan
dengan sistem yang dianjurkan syari’at Islam.
2. Sebagai bahan referensi  di bidang pendidikan, guna pengembangan ilmu
pengetahuan di masa yang akan datang.
G. Garis-garis Besar Isi Skripsi
Skripsi ini terdiri dari lima Bab, untuk memudahkan pembaca dalam
memahami isi skripsi ini, maka akan diberikan gambaran secara umum berupa
garis-garis besar isi skripsi.
Sebagaimana lazimnya dalam penulisan skripsi di Bab I adalah
Pendahuluan diawali dengan gambaran tentang latar belakang sehingga muncul
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permasalahan yang berhubungan dengan skripsi ini, diikuti dengan permasalah
yang berkaitan dengan judul pembahasan disertai dengan hipotesis, pengertian
kata-kata yang terdapat dalam judul, dan kajian pustaka. Dalam bab ini pula
diuraikan tujuan dan kegunaan penelitian, serta garis-garis besar isi skripsi.
Selanjutnya pada Bab II menguraikan tinjauan pustaka yang meliputi
tentang pengertian bagi hasil, perjanjian yang berkaitan dengan bagi hasil, dan
perjanjian bagi hasil dalam bidang pertanian.
Pada Bab III penulis menguraikan metode yang digunakan dalam skripsi
ini, meliputi teknik penentuan lokasi penelitian, pemaparan populasi dan sampel
penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis data
dan metode pendekatan.
Pada Bab IV, memuat hasil penelitian, menguraikan pembahasan tentang
sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap yang terjadi di
Desa Bontobiraeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa, Faktor-faktor yang mendasari
sistem bagi hasil, dan tinjauan syari’at Islam terhadap perjanjian bagi hasil antara
pemilik modal dengan petani penggarap yang terjadi di Desa Bontobiraeng
Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.
Pada Bab V, memuat penutup dari seluruh rangkaian isi tulisan yang akan




A. Pengertian Bagi Hasil
Menurut Ensiklopedi Hindia Belanda, dikatakan bahwa:
Bagi hasil merupakan transaksi mengenai tanah yang biasa atau lazim dikalangan
orang-orang pribumi diseluruh Indonesia, di mana pemilik tanah atau penerima
gadai tanah menyerahkan tanah pada pribumi lain dengan syarat harus
menyerahkan bagian panen yang seimbang.1
Secara umum, bagi hasil didefenisikan sebagai bentuk kerja sama antara
dua pihak yaitu pemilik lahan dengan penggarap yang bersepakat untuk
melakukan  perjanjian bagi hasil dari lahan pertanian. Bentuk kerja sama ini
hampir secara universal terdapat pada masyarakat kecil diseluruh dunia, dimana
pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di usahakan
sebagai lahan yang menghasilkan dengan perjanjian bahwa si penggarap
menyerahkan sebagian yang telah ditentukan terlebih dahulu (misalnya separoh)
dari hasil panennya kepada pemilik tanah.2
Besarnya penduduk di Indonesia yang sebagian besar penduduknya
bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak petani yang ingin
bercocok tanam namun tidak memiliki lahan atau modal. Oleh karena itu, sebagai
sarana atau jalan untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak
1 Scheltema, Bagi Hasil di Hindia Belanda (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985),
hal. 5
2 Van Hoeve, Ensiklopedi Indonesia (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1980), hal. 354
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memiliki lahan pertanian, maka diadakanlah perjanjian antara pemilik lahan
dengan petani penggarap. Perjanjian bagi hasil ini dilaksanakan oleh petani
dengan tujuan saling tolong-menolong antara petani, dan perjanjian yang berlaku
pada umumnya, dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada
sesama anggota masyarakat.3 Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al
Maa’idah ayat 2.
                 
   
Artinya:
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan
takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.4
Bagi hasil itu sendiri berasal dari hukum adat, yang biasa disebut juga
dengan hak menggarap yaitu:
Hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang
lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak
berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya
antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin
3 A.P. Parlindungan, Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia (Bandung: CV. Mandar
Maju, 1991), hal. 2
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit
Diponegoro, 2004), hal. 85
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pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak
dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik lahan.5
Selanjutnya dapat pula dikatakan bahwa, hak usaha bagi hasil adalah
seseorang atau badan hukum (yang disebut pemilik), dengan perjanjian bahwa
hasilnya akan di bagi dua menurut imbangan yang disetujui bersama.6
Adapun pengertian bagi hasil yang didefenisikan oleh beberapa ahli antara
lain:
Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul Fiqih Sunnah,
menjelaskan tentang pengertian bagi hasil merupakan pemberian hasil usaha
untuk orang yang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti
setengah, atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan
kedua belah pihak (pemilik modal dan penggarap).7
Pengertian lain yang didefinisikan oleh Mubyarto dalam bukunya yang
berjudul Pengantar Ilmu Pertanian, mendefenisikan bagi hasil sebagai suatu jenis
kerja sama antara pemilik modal atau tanah dengan penggarap.8
Sedangkan menurut Soerojo Wirdjopoero mengatakan bahwa dasar dari
pada transaksi bagi hasil adalah pemilik tanah ingin memungut hasil dari tanahnya
5 Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hal. 51
6 Liliek Istiqomah, Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional
(Jakarta: Usaha Nasional Indonesia, 1982), hal. 137
7 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah XI, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), hal. 18
8 Mubyarto, Pengantar Ilmu Pertanian (Jakarta: Erlangga, 1985), hal. 38
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atau ingin memanfaatkan tanahnya tapi ia tidak ingin atau tidak dapat
mengerjakan sendiri tanahnya.9
Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil
yang dilakukan antara petani pemilik modal dengan petani penggarap pada
dasarnya tergantung dari kesepakatan bersama atau menurut kebiasaan setempat.
Dalam hal pembagian hasil panen antara pemilik modal dan penggarap biasanya
dilakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum proses penanaman berlangsung dan
harus dinyatakan secara jelas oleh kedua belah pihak, agar dalam proses bagi hasil
nantinya tidak terjadi kesalahpahaman, utamanya jika terjadi kerugian atau gagal
panen. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara kedua belah pihak, selain untuk
mencari keuntungan juga untuk mempererat tali persaudaraan dan tolong-
menolong diantara mereka.
B. Perjanjian Yang Berkaitan Dengan Bagi Hasil
Akad atau al-aqd yaitu perikatan, perjanjian atau permufakatan, dimana
pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan
ikatan) sesuai dengan kehendak syari’ah yang berpengaruh pada objek
perikatan.10 Dalam pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan secara jelas oleh
para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau
akad. Ulama fiqh mengemukakan bahwa akad mempunyai kekuatan mengikat
terhadap pihak-pihak yang melakukan sebuah akad dan wajib memenuhi segala
9 Soerojo Wirdjopoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat (Jakarta: PT. Gunung
Agung, 1984), hal. 211
10 Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari’ah (Yogyakarta: UII Pres,
2009), hal. 18
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akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut. Sebagaimana firman Allah
SWT dalam surat Al-maida ayat 1 yang berbunyi:
           
Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.......11
Dalam hal perjanjian juga diharapkan mempersaksikan dua orang saksi
laki-laki, jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh satu orang laki-laki dan
dua orang perempuan, berdasarkan ketentuan Al-Qur’an yakni QS. Al-Baqarah
(282). Perjanjian ini ditujukan agar memudahkan dalam mengingat perjanjian
apabila terjadi kekeliruan nantinya, juga memudahkan apabila ada saksi-saksi
yang berhalangan datang dalam persaksian, maka dapat diganti oleh saksi yang
lain.12
Menurut Syafi’i Antonio, dalam bukunya yang berjudul Bank Syari’ah
mengatakan bahwa, dalam dunia perbankan secara umum terdapat empat akad
dalam prinsip bagi hasil yaitu: Al-mudharabah, Al-musyarakah, Al-muzara’ah dan
Al-musaqah.Namun sesungguhnya, sistem bagi hasil yang paling sering
digunakan adalah Al-musyarakah dan Al-mudharabah sedangkan Al-muzara’ah
11 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit
Diponegoro, 2004), hal. 84
12 Ibid., hal. 37
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dan Al-musaqah dipergunakan khusus untuk pembiayaan pertanian (plantation
financing).13
1. Al-Mudharabah
Al-mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau
berjalan. Akad al-mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah
satu pihak dengan kerja dari pihak lain. Akad al-mudharabah telah dikenal oleh
umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab
sebelum turunya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai
pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian,
ditinjau dari segi hukum Islam, maka akad mudharabah ini dibolehkan baik
menurut Al-qur’an, Sunnah, maupun Ijma.14
Al-mudarabah yaitu perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha, di
mana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha dan
pengusaha setuju untuk mengelola usaha tersebut dengan pembagian hasil sesuai
dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha,
tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila yang
dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung
oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena
penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.15
13 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 90
14 Adimarwan Karim, Bank Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 204
15 Abdurrahman Al-Jaziriy, Kitab al-Fiqhi Ala al-Mazahib al-Arba’ah, diterjemahkan
oleh H. Moh. Zuhri dengan judul Fiqih Empat Madzhab (Semarang: Toha Putra, 1994), hal. 66
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Adapun pengertian lain bahwa Al-mudharabah adalah sebagai akad antara
pihak pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola untuk memperoleh
pendapatan atau keuntungan dimana pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi
berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal akad.16
Sebagai dasar mengenai Al-Mudharabah tersebut dapat dipahami firman
Allah dalam QS. Al-Muzammil (73) : 20:
        
Artinya:
......dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi
mencari sebagian karunia Allah SWT......17
Al-Maraghi mengemukakan bahwa ayat tersebut memberi petunjuk agar
memberikan pinjaman yang baik dengan jalan menafkah harta di jalan kebaikan
untuk individu-individu dan golongan-golongan, sehingga membawa manfaat
bagi mereka dalam kemajuan peradaban dan sosial.18
Indikasi Al-Mudharabah yang dimaksud pada ayat tersebut ialah akad
antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya, yaitu salah satu pihak
16 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),
hal. 257
17 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit
Diponegoro, 2004), hal. 459
18 Ahmad Musthahafah al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Jilid III (Mesir: Musthahafa al-
Bab al-Halab, 1974), hal. 208
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memberikan modal kepada pihak lainnya untuk menjalankan suatu usaha, dan
keuntungan dari hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan.19
Dengan adanya akad Mudharabah ini diharapkan dapat membantu orang
yang memiliki modal dan tidak mempunyai kecakapan dalam melakukan bisnis
untuk mengembangkan dananya. Dan disisi lain pengelola yang mempunyai
kecakapan bisnis, akan bisa menjalankan dan melakukan suatu usaha karena
mendapatkan modal.20
Dalam melakukan perjanjian mudharabah terdapat beberapa rukun dan
syarat-syarat sebagai berikut:
1. Rukun Mudharabah yaitu:
a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
b. Objek mudharabah (modal dan kerja)
c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul)
d. Nisbah keuntungan
2. Syarat-syarat Mudharabah yaitu:
a. Mempunyai hak yang sama atas keuntungan yang mungkin didapatkan
dari usaha yang dijalankan, dalam presentase tertentu yang disepakati
kedua belah pihak.
b. Pengelola tidak memberi kontribusi sedikitpun atas modal yang
diperlukan dalam menjalankan bisnis, 100% dari shahibul maal.
19 Sayyid Sabiq, Fiqhi Sunnah, Jilid II (Kuwait: Maktabah Wamatbaah, 1974), hal. 36
20 Abdul Sami Al-Mishri, Pilar-pilar Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),
hal. 110
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c. Presentase yang mungkin akan didapatkan harus ditentukan dengan
jelas, misalnya 60:40.
d. Pengelola merupakan orang yang dapat dipercaya (amanah).
e. Pengelola tidak dibebankan atas kerugian bisnis, apabila kegagalan
tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian si pengelola.
f. Segala biaya administrasi yang berhubungan dengan bisnis yang
dijalankan, akan ditanggung oleh shahibul maal, pengelola tidak
menanggung biaya apapun yang berhubungan dengan bisnis.
2. Pembiayaan Al-Mudharabah
Pembiayaan Al-Mudharabah, yaitu pembiayaan seluruh kebutuhan modal
pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha
dibagi antara pemilik modal dan pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan.
Umumnya Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak
dimana pemilik modal (shahib al-maal) mempercayakan sejumlah modal kepada
pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini
menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahib al-
maal dan keahlian dari mudharib.
Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil shahib al-maal dalam
manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-
hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian.21
Ketentuan umum pembiayaan Mudharabah adalah sebagai berikut:
21 Adimarwan Karim, Bank Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 103
21
1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal
harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang
dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan
secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
2. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat
diperhitungkan dengan cara perhitungan dari pendapatan proyek dan
perhitungan dari keuntungan proyek.
3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap
bulan atau waktu yang disepakati.
4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak
berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah
cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban
atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi
administrasi.
3. Al-Musyarakah
Ascarya dalam bukunya yang berjudul Akad dan Produk Bank Syari’ah,
menjelaskan pengertian al-musyarakah yaitu sebagai akad kerja sama usaha
patungan antara kedua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu
jenis usaha yang halal dan produktif dimana pendapatan atau keuntungan dibagi
sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.22 Pengertian lain dikatakan bahwa al-
Musyarakah yaitu, perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik
modal untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi
22 Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syari’ah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),
hal. 257
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sesuai dengan persetujuan antara pihak-pihak tersebut yang tidak banyaknya
modal masing-masing pihak. Dalam hal terjadi kerugian, maka pembagian
kerugian dilakukan sesuai dengan banyaknya modal masing-masing.23
Islam membenarkan seorang muslim berdagang dan berusaha secara
perorangan maupun penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian
usaha yang berbagai bentuk. Banyak proyek dan usaha tidak cukup ditangani oleh
seorang diri, melainkan harus bergabung dan bekerja sama dengan orang lain.
Proyek-proyek dan usaha-usaha yang besar membutuhkan banyak pikiran, modal,
tenaga dan keterampilan. Dengan penggabungan kekuatan perorangan tersebut,
menjadilah suatu kerja sama yang memungkinkan usaha dapat berjalan lancar.
Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan
masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai halal dan mengandung kebaikan
ditekankan adanya bentuk kerja sama.24
Dalam melakukan perjanjian musyarakah ada beberapa rukun dan syarat-
syarat yang harus dipenuhi yaitu:
1. Rukun Musyarakah yaitu:
a. Pihak yang berserikat
b. Modal
c. Proyek atau usaha
23 Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 33
24 H. Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Bandung: Diponegoro, 1984),
hal. 259
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d. Ijab qabul, pernyataan ijab dan qabul dalam mengadakan kontrak (akad)
harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka
dan dituangkan secara tertulis.
2. Syarat-syarat Musyarakah yaitu:
a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan
bersama-sama menyediakan dana atau barang dalam membiayai suatu
kegiatan tertentu.
b. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra
usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan
wewenang yang telah disepakati.
c. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai atau barang.
d. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan oleh bank dan nasabah.
e. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk
nisbah yang telah disepakati.
f. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proposional menurut
porsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai atau
menyalahi perjanjian dari salah satu pihak.
4. Pembiayaan Al-Musyarakah
Pembiayaan Al-musyarakah, yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal
pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan, hasil usaha
dibagi antara pemilik modal dan pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan.
Umumnya transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang
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bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-
sama.
Ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:
1. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan
dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam
menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.
Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak
boleh melakukan tindakan seperti:
a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
b. Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik
modal lainnya.
c. Memberi pinjaman kepada pihak lain.
d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan
oleh pihak lain.
e. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila menarik
diri dari perserikatan, meninggal dunia, dan menjadi tidak cakap
hukum.
2. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek
harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan
sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
3. Proyek yang akan dijalankan harus disebut dalam akad. Setelah proyek
selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang
telah disepakati untuk bank.
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C. Perjanjian Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian
Dalam bidang pertanian terdapat dua akad yang dianjurkan agama islam
dalam melakukan suatu akad kerja sama dengan sistem bagi hasil yaitu al-
Muzara’ah dan al-Musaqah. Dimana akad-akad ini sudah pernah dilakukan atau
dipraktekkan oleh Rasulullah saw dan para sahabatnya. Sebagaimana yang
diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw pernah memberikan tanah
khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih yahudi) untuk digarap
dengan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman. Juga diriwayatkan oleh
Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah
tanahnya secara Muzara’ah dengan rasio bagi hasil 1/3 : 2/3, 1/4 : 3/4, 1/2 : 1/2.
Musaqah berbeda dengan muzara’ah yaitu dari segi bahwa dalam
musaqah aktivitas yang dilakukan hanya menyangkut segala hal yang berkaitan
dengan masalah pengairan (penyiraman) dan tidak ada kaitannya dengan aktivitas
diluar itu. Sedangkan penggarap dalam muzara’ah aktivitasnya mencakup seluruh
pengelolaan mulai dari membajak, menanami, memupuki, menyirami, menyiangi
dan memanen tanaman tersebut.25 Dari sini terlihat perbedaan yang nyata antara
musaqah dengan bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap (muzara’ah).
1. Al-Muzara’ah
Al-muzara’ah berasal dari kata az-zar’u yang artinya ada dua cara, yaitu
menabur benih atau bibit dan menumbuhkan. Dari arti kata tersebut dapat
dijelaskan bahwa al-muzara’ah adalah sebuah akad kerja sama pengolahan tanah
25 http://mtaufihk.wordpress.com/2010/ Hukum Islam Seputar Tanah. Di kutip tanggal
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pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan
memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara
dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, namun jika terjadi kerugian atau
gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi ia telah rugi atas
usaha dan waktu yang telah dikeluarkan.26
Selanjutnya dapat dikatakan bahwa muzara’ah yaitu suatu bentuk kerja
sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana
pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami
dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.27
Dalam muzara’ah pada umumnya benih disediakan oleh pemilik lahan dan
pengelola tanah hanya bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan.
Adapun pengertian muzara’ah yang dikemukakan oleh beberapa ahli fiqh
salaf yaitu:
a. Menurut ulama Hanafi, muzara’ah menurut pengertian syara’ adalah suatu
akad perjanjian pengelolaan tanah dengan memperoleh hasil sebagian dari
penghasilan tanah itu. Dalam bidang kerja sama ini, penggarap boleh
bertindak sebagai penyewa untuk menanami tanah dengan imbalan biaya
dari sebagian hasil tanamannya dan boleh juga pemilik lahan hanya
mempekerjakan petani dengan upah dari hasil sebagian tanaman yang
tumbuh pada tanah itu.
26 Abdul Sami Al-mishri, Pilar-pilar Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),
hal. 110
27 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 99
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b. Menurut ulama Maliki, muzara’ah menurut pengertian syara’ adalah
perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai
penggarap. Dalam hal ini, pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada
petani untuk ditanami, upah dari pengelolaan itu diambil dari hasil
tanaman yang ditanam pada lahan tersebut. Jika pemilik lahan ikut
membiayai penggarapan itu, seperti menyediakan bibit, maka si penggarap
mendapat upah boleh berupa sebagian dari tanah dan tanaman yang
dikelolanya sesuai dengan kesepakatan mereka berdua.
c. Menurut ulama Syafi’i, muzara’ah adalah  kerja sama antara pemilik tanah
dengan petani penggarap untuk menggarap atau mengelola lahan itu
dengan upah atau imbalan sebagian dari hasil pengelolaannya. Dalam hal
ini, bibit atau benih berasal dari pemilik lahan, penggarap hanya membuka
lahan, menanami, dan memeliharanya hingga memperoleh hasil.
Dari pengertian-pengertian muzara’ah menurut ulama fiqih salaf di atas,
maka dapat dipahami bahwa yang disebut muzara’ah adalah perjanjian kerja sama
antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap yang upahnya diambil
dari hasil pertanian yang sedang diusahakan, dan pembagian hasilnya tergantung
dari kesepakatan antara kedua belah pihak.
Rasulullah s.a.w. bersabda sebagai berikut:
ﻦﻣ) ﻢﻠﺳ و ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ لﻮﺳر لﺎﻗ :لﺎﻗ ﮫﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ةﺮﯾﺮھ ﻲﺑأ ﻦﻋ
 وأ ﺎﮭﻋرﺰﯿﻠﻓ ضرأ ﮫﻟ ﺖﻧﺎﻛﺎﮭﺤﻨﻤﯿﻟ(ﮫﺿرأ ﻚﺴﻤﯿﻠﻓ ﻰﺑأ نﺈﻓ هﺎﺧأ
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Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barang
siapa yang memiliki tanah maka hendaknya menananaminya atau
memberikannya kepada saudaranya, jika tidak mau maka boleh menahannya).”
(HR. Muslim).28
Dari hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim di atas, bahwa bagi
hasil dengan sistem muzara’ah itu dibolehkan.
Dalam melakukan akad al-muzara’ah ada beberapa rukun dan syarat-
syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
1. Rukun muzara’ah, yaitu:
a. Pemilik lahan
b. Petani penggarap (pengelola)
c. Objek muzara’ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola
d. Ijab dan kabul
2. Syarat-syarat muzara’ah
a. Seseorang yang melakukan akad harus balig dan berakal, agar mereka
dapat bertindak atas nama hukum.
b. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan
menghasilkan.
Syarat-syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian yaitu:
28 Husein Khalid Bahreisj, Himpunan Hadist Shahih Muslim, (Surabaya: Al-Ikhlas,
1987), hal. 173-174
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a. Menurut adat dan kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan
menghasilkan. Sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanami di daerah
tertentu.
b. Batas-batas lahan itu jelas.
c. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan
pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
Syarat-syarat yang berkaitan dengan hasil panen yaitu:
a. Pembagian hasil panen harus jelas.
b. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa
ada pengkhususan.
c. Pembagian hasil panen ditentukan pada awal akad untuk menghindari
perselisihan nantinya.
3. Akad Muzara’ah berakhir
Muzara’ah berakhir karena beberapa hal, sebagai berikut:29
a. Jika pekerja melarikan diri, dalam kasus ini pemilik tanah boleh
membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikan
sebagai transaksi boleh (tidak mengikat).
b. Apa bila salah seorang wafat atau gila, berdasarkan pendapat yang
mengkategorikan sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau
walinya yang menggantikan posisinya.
29 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam
Pandangan Empat Mazhab, cet-1, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hal. 310
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c. Ada uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat
melanjutkan akad muzara’ah, seperti pemilik lahan tersebut terlibat
hutang sehingga lahan itu harus dijual.
d. Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri dengan
kerelaan.
2. Al-Musaqah
Secara etimologi Al-musaqah berasal dari kata Saqa - Saqy yang berarti
As-Saqy yang artinya penyiraman atau pengairan.30 Diberi nama ini karena
pepohonan penduduk Hijaz amat membutuhkan saqi (penyiraman) ini dari sumur-
sumur. Karena itu diberi nama Musaqah (penyiraman dan pengairan).
Menurut syara’ musaqah berarti penyerahan pohon-pohon atau tanaman
kepada orang yang menyiramnya dan menjanjikannya, bila sampai buah pohon
masak dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu. Ia merupakan
persekutuan perkebunan untuk mengembangkan pohon. Dimana pohon berada
pada satu pihak dan penggarapan pohon pada pihak lain. Dengan perjanjian
bahwa buah yang dihasilkan untuk kedua belah pihak, dengan persentase yang
mereka sepakati, misalnya: setengah, sepertiga atau lainnya.31
Dari arti kata di atas, maka dapat dijelaskan bahwa Al-musaqah adalah
suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dengan pengelola, dimana aktivitas
yang dilakukan pengelola hanya menyangkut segala hal yang berkaitan dengan
30 Ahmad Warson Munawir, al-Munawir Kamus Bahasa Arab-Indonesia (Bandung:
Pustaka Progresif, 2002), hal. 642
31 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Terjemahan H. Kamaluddin A. Marzuki, Fiqih Sunnah
Jilid 12-13-14 (Bandung: PT. Alma’arif, 1987), hal. 183
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masalah pengairan dan penyiraman dan tidak ada kaitannya dengan aktivitas
diluar itu, namun si pengelola berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.32 Akad
ini sangat dibutuhkan oleh pemilik lahan dan penggarap, utamanya bagi
penggarap yang tidak memiliki modal atau lahan pertanian untuk bertani dan
pemilik lahan yang mempunyai modal atau lahan pertanian namun tidak memiliki
kesempatan dalam mengelola.
Sejalan dengan pemaknaan dalam konteks kebahasaan tersebut, M. Ali
Hasan dalam bukunya yang berjudul Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam
menyatakan bahwa Musaqah adalah Akad (transaksi) antara pemilik
lahan/tanaman dengan pengelola (penggarap) untuk memelihara dan merawat
kebun/tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah.33
Adapun bentuk perjanjian antara kedua belah pihak tidak terikat dalam hal
apakah perjanjian itu berbentuk bagi hasil atau tidak. Dimana biaya pekerjaan
dalam pengelolaan dan perawatan tanaman sepenuhnya ditanggung oleh pemilik
modal dan si pengelola berhak atas nisbah tertentu setelah panen yang
pembagiannya tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak sebelum
penanaman dimulai.
a. Dasar Hukum Musaqah
Dalam menentukan hukum musaqah itu banyak perbedaan pendapat oleh
para ulama fiqh. Musaqah disyari’atkan berdasarkan sunnah. Para ahli fiqih
32 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 100
33 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2003), hal. 28
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sependapat bolehnya musaqah ini melihat hal ini dibutuhkan. Kecuali Abu
Hanifah yang berpendapat tidak boleh, beliau mengatakan bahwa akad musaqah
itu ketentuan dengan petani, penggarap mendapatkan sebagian hasil kerja sama ini
adalah tidak sah, karena musaqah seperti ini termasuk mengupah seseorang
dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun.34 Dalam masalah
ini, Abu Yusuf dan Muhammad (Sahabat Abu Hanifah), dan jumhur ulama (Imam
Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad) membolehkan musaqah yang didasarkan
pada muamalah Rasulullah saw. dengan orang khaibar.
Mereka berpegangan pada hadits shahih dari Ibnu Umar r.a, yang
berbunyi:
                
            :     
     ,              
.         ,        
Artinya:
“Ibnu Umar r.a. berkata: Nabi saw. menyerahkan sawah ladang dan tegal
di Khaibar kepada penduduk Khaibar dengan menyerahkan separuh dari
penghasilannya berupa kurma atau buah dan tanaman, maka Nabi saw. memberi
isteri-isterinya seratus wasaq (1 wasaq = 60 sha’. 1 sha’ = 4 mud atau 2 ½ kg),
delapan puluh wasaq kurma tamar dan dua puluh wasaq sya’ier (jawawut).
Kemudian dimasa Umar r.a. membebaskan kepada isteri-isteri Nabi saw. untuk
memilih apakah minta tanahnya atau tetap minta bagian wasaq itu, maka
34 Alaudin Al-Kasani, Bada’i as-Sana’i, Jilid IV, Cetakan ke-II (Dar al-Kitab al-Arabi
Beirut, 1982), hal. 282
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diantara mereka ada yang memilih tanah dan ada yang minta bagian hasilnya
berupa wasaq. A’isyah r.a. telah memilih tanah.” (HR.Muslim)35
Hadits tersebut mengandung makna di antaranya adalah separuh dan
memang ini yang dimaksudkannya. Dan buah-buahan bersifat umum yang
mencakup tanaman yang berakar kuat dan berumur satu tahun keatas termasuk
kurma, anggur dan lainnya.
Kegiatan muamalah ini terus berjalan bersama Rasulullah saw dan
Khalifah Abu Bakar, hingga tiba Khalifah Umar bin Khatab dan mengusir orang-
orang Yahudi dari tanah Khaibar.
Al-Bukhari meriwayatkan; bahwa orang Anshar pernah berkata kepada
Rasulullah saw :
:          :            
              ’’:                
.      .  
Artinya:
“Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata, “orang-orang Anshar berkata
kepada Rasulullah Wahai Rasulullah, bagikanlah ladang kurma kami, antara
kami dan saudara-saudara kami (maksudnya para sahabat Muhajirin).” Beliau
bersabda, “Tidak.” Lalu orang-orang Anshar itu berkata,” kalian memberi biaya
perawatannya, lalu buahnya kita bagi bersama.” Maka kaum Muhajirin berkata,
“kami patuh dan kami taat.” (HR. Bukhari).36
35 Adip Bisri Mustafa, Terjemahan Shahih Muslim Jilid III (Semarang: Asy Syifa, 1993),
hal. 60
36 Imam Az-Zabidi, Rinkasan Shahih Bukhari (Bandung: Penerbit Jabal, 2012), hal. 333
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Orang-orang Anshar menginginkan melakukan kerja sama dengan orang-
orang Muhajirin dalam mengelola pohon kurma, lalu mereka menyampaikan hal
itu kepada Rasulullah, kemudian beliau tidak bersedia. Lalu mereka mengajukan
usul, bahwa merekalah yang mengelola persoalannya, dan mereka berhak atas
sebagian hasilnya. Lalu Rasulullah mengabulkan permohonan mereka.
Didalam kitab Nailul Authar Al-Hazami berkata. “diriwayatkan dari Ali
bin Abi Thalib r.a. Abdullah bin Mas’ud, Ammar bin Yasir, Said bin Al Musyyab,
Muhammad bin Sirin, Umar bin Abduzis, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syihab Az Zuhri
dan sejumlah tokoh, diantaranya Abu Yusuf Al Qadhi dan Muhammad bin Al
Hasan, mereka mengatakan “kerja sama dalam pertanian dan musaqah
dibolehkan, dengan imbalan buah atau tanaman”. Lebih lanjut mereka
mengatakan, “boleh” akad kerja sama cocok tanam dan musaqah sekaligus. Pohon
kurma disiram dan tanah ditanami, seperti yang berlangsung di Khaibar dan boleh
pula akad dipisah satu-satu.37
b. Rukun dan Syarat Musaqah
Adapun rukun-rukun Musaqah yaitu:
1. Pernyataan perjanjian (shighat), shighat ini dapat dalam bentuk yang
nyata, misalnya yang punya pohon mengatakan “siramlah pohon kurma
atau pohon jeruk ini dengan bagi hasil sekian”. Dapat pula dalam
bentuk kinayah (konotasi makna), misalnya seseorang mengatakan
37 Muhammad Ibn ‘Ali ibn Muhammad Asy-Syaukani, Nail al Authar Syarah Muntaqa
al-Akbar, Penterjemah Mu’ammal Hamidy, dkk., Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-
hadist Hukum Jilid 3 (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hal. 23
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kepada orang lain “saya serahkan pohon kurma atau pohon jeruk ini
guna kamu mendapatkan hasil dari padanya”.
2. Dua orang yang berakad disyaratkan bagi orang-orang yang berakad
dengan ahli (mampu) untuk mengolah akad, seperti baliq, berakal dan
tidak berada dalam pengampunan.
3. Ada sasaran penggarapan yaitu pohonnya, sebab kerja sama musaqah
tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pohon tersebut.
4. Adanya pekerjaan dan pengolahan sebab kerja sama musaqah tidak
akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari
penggarapan sampai masa panen.
c. Syarat-syarat Musaqah yaitu:
1. Pernyataan perjanjian (shighat) penerimaan (qabul) itu disyaratkan
dengan lapaz, tidak sah jika hanya dengan serah terima saja tanpa ada
pengertian menunjukkan bahwa penyerahan dari pemilik modal sudah
diterima oleh orang yang akan mengerjakannya (pengelola).
2. Orang yang mengadakan akad disyaratkan orang cakap (berakal).
3. Barang yang akan dikerjakan atau dikelolah itu harus jelas
keberadaannya, ditentukan waktunya, misalnya satu tahun atau satu kali
panen dan sebagainya.
4. Pekerja disyaratkan yang bekerja adalah pekerja, tidak ada campur
tangan pemilik.
5. Bagian masing-masing pihak harus ditentukan, misalnya seperdua,
sepertiga dan seterusnya. Tidak sah jika hanya dikatakan kalau anda
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mengerjakan ini saya berikan sebagian karena arti sebagian itu tidak
jelas.
6. Pohon-pohon atau tanaman yang diakadkan (diperjanjikan) tidak
ditentukan saja buat pekerja, sedangkan lainnya untuk pemilik.
Penentuan seperti ini biasa menimbulkan ketidakjujuran sehingga
nantinya terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.
Akad musaqah ini batal jika rukun dan syarat-syaratnya tidak dipenuhi,
misalnya:
a. Orang yang mengerjakan harus sendirian (penggarap), tidak dengan
pemilik modal, kalau dikerja bersama-sama maka batallah perjanjian
musaqah ini.
b. Waktunya harus ditentukan, jika waktunya tidak ditentukan maka
perjanjian musaqah ini juga dianggap batal.
c. Penentuan bagian pemilik modal dan penggarap harus ditentukan
sebelum penanaman berlangsung, karena jika tidak perjanjian juga
dianggap batal.
Dari beberapa ketentuan di atas, dapat diberikan penjelasan bahwa dalam
perjanjian musaqah yang sah yaitu, dimana si pengelola atau penggarap hanya
bertanggung jawab atas pemeliharaan dan penyiraman, sedangkan pemilik lahan
bertanggung jawab atas biaya pengelolaan. Oleh karena itu, dalam hal
kesepakatan dan bagi hasil, harus dinyatakan secara jelas oleh kedua belah pihak,
agar tidak terjadi suatu ketidakjujuran atau kesalahpahaman dalam perjanjian
tersebut.
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d. Berakhirnya akad Al-musaqah
Menurut ulama fiqh, berakhirnya akad al-musaqah itu apabila:
1. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis. Jika waktu
telah habis, tetapi belum menghasilkan apa-apa, penggarap boleh
berhenti. Akan tetapi, jika penggarap meneruskan bekerjanya diluar
waktu yang telah disepakati, ia tidak akan mendapatkan upah.
2. Meninggalnya salah seorang yang berakad. Jika penggarap meninggal,
ahli warisnya berkewajiban meneruskan musaqah, walaupun pemilik
tanah tidak rela. Begitu pula jika pemilik meninggal, penggarap
meneruskan pemeliharaannya walaupun ahli waris pemilik tidak
menghendakinya. Apabila kedua yang berakad meninggal, yang paling
berhak meneruskan adalah ahli waris penggarap, jika ahli waris
menolak, musaqah diserahkan kepada pemilik tanah.
3. Membatalkan, baik ucapan secara jelas atau adanya uzur. Diantara uzur
yang dapat membatalkan musaqah yaitu penggarap dikenal sebagai
pencuri yang dikwatirkan akan mencuri buah-buahan yang akan
digarapnya, dan penggarap sakit sehingga tidak dapat bekerja.
Dalam udzur disini, para ulama berbeda pendapat tentang apakah akad al-
musaqah itu dapat diwarisi atau tidak:
1. Ulama Malikiyah: bahwa akad al-musaqah adalah akad yang boleh
diwarisi, jika salah satunya meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan
hanya karena ada udzur dari pihak petani.
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2. Ulama Syafi’iyah: bahwa akad al-musaqah tidak boleh dibatalkan
meskipun ada udzur, dan apabila petani penggarap mempunyai halangan,
maka wajib petani penggarap itu menunjuk salah seorang untuk
melanjutkan pekerjaan itu.
3. Ulama Hanabilah: bahwa akad al-musaqah sama dengan akad al-
muzara’ah, yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak, maka
dari itu masing-masing pihak boleh membatalkan akad itu. Jika
pembatalan itu dilakukan setelah pohon berbuah, dan buah itu dibagi dua




A. Teknik Penentuan Lokasi
Penelitian ini berlokasi di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo
Kabupaten Gowa yang merupakan lokasi yang dianggap relavan dengan topik
pengkajian dan penulisan skripsi ini dengan alasan bahwa Desa Bontobiraeng
merupakan salah satu daerah penghasil padi.
B. Populasi Dan Sampel
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode survey (Survey
Method) yaitu metode pengamatan atau penyelidikan untuk melihat pelaksanaan
sistem bagi hasil dan keuntungan yang diperoleh baik pemilik lahan dan petani
penggarap.
Populasi penelitian adalah petani pemilik modal dengan petani padi sawah
yang menjadi petani penggarap lahan sawah milik orang lain yang berada di Desa
Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah
penduduk Desa Bontobiraeng yang bekerja sebagai petani adalah sebanyak 512
orang, tapi karena atas pertimbangan waktu dan biaya sehingga penulis hanya
mengambil sampel sebanyak 10% dari 512 petani yang ada. Sehingga total petani
responden yang diambil sebanyak 51 petani.
Pengambilan sampel di atas, didasarkan pada pendapat Suharsimi
Arikunto yang menyatakan bahwa untuk sekedar ancer-ancer maka apabila
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subjeknya kurang dari 100 orang, maka lebih baik diambil semua sehingga
penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika subjeknya besar
dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.1
Penentuan sampel dilakukan secara acak sederhana (Simple Random
Sampling), yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan penelitian sesuai
dengan tujuan penelitian. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam Simple
Random Sampling adalah semua individu dalam populasi (anggota populasi)
diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.
C. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:
a. Penelitian kepustakaan (Library Research), adalah suatu metode
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji beberapa teori
yang telah dikemukakan oleh para ahli yang ada kaitannya dengan masalah
yang akan diteliti oleh penulis kemudian membandingkan serta
menganalisis untuk memecahkan masalah yang diangkat.
b. Penelitian lapangan (Field Research), adalah metode pengumpulan data
yang dilakukan pada lokasi (objek penelitian) secara langsung. Riset
lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1) Pengamatan (Observasi), yaitu dengan cara mengamati langsung pada
objek yang akan diteliti guna memberikan gambaran yang sebenarnya
1 Suharsimi Arikunto, Produser Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, Cet. VII (Jakarta:
Rineka Cipta, 1991), hal. 107
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terhadap permasalahan yang diteliti. Observasi ini dilakukan adalah
observasi non partisipan pada masyarakat petani yang ada di Desa
Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo. Peneliti melakukan
pengamatan secara langsung kepada informan, namun tidak ikut serta
dalam aktivitas sehari-hari informan.
2) Wawancara (Interview), yaitu metode untuk mendapatkan data dengan
cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang
bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang
analisis dalam penelitian. Sutrisno Hadi berpendapat bahwa yang
dimaksud dengan wawancara adalah proses tanya jawab dalam
penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih
dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai
informasi-informasi atau keterangan-keterangan.2 Dalam penelitian ini
digunakan wawancara mendalam (depth interview) pada responden
masyarakat petani. Wawancara mendalam merupakan wawancara
yang dilakukan secara mendalam terhadap informan langsung guna
mendapatkan informasi-informasi yang berguna untuk memperdalam
data. Wawancara mendalam juga dilakukan guna melengkapi serta
menggali informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan data
yang diperlukan dalam masalah penelitian tanpa terikat dengan
pedoman.3 Dengan melakukan wawancara langsung dengan
responden (pemilik lahan dan petani penggarap). Pada bagian ini
2 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Jakarta: Universitas Gajah Mada, 1986), hal. 45
3 Ibid., hal. 231
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penulis mengembangkan lebih dalam dan detail pertanyaan penelitian
pada saat interview berlangsung, penulis mencatat dan juga
mengingatnya.
D. Jenis dan Sumber Data
Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu :
1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung
dengan petani responden menggunakan daftar pertanyaan sebagai
pedoman (interview quide), yang jawabannya diberikan secara terbuka
dan ada juga yang tertutup, untuk Kepala Desa/Kepala Dusun dan
Tokoh-tokoh masyarakat juga yang ditanya dengan pertanyaan-
pertanyaan yang sama dengan responden sebagai data pelengkap yang
tidak diperoleh dari responden.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang
terkait langsung dengan penelitian ini seperti Kantor Desa Bontobiraeng,
Badan Pusat Statistik dan Dinas Pertanian Kabupaten Gowa.
E. Metode Analisis Data
Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, lalu diperiksa untuk
mengetahui apakah benar-benar dapat dipercaya secara akurat. Untuk data primer,
penulis mengadakan pengelompokan sebagai berikut, dari 51 responden diadakan
tabulasi terhadap data yang sifatnya kuantitatif, seperti subjek bagi hasil, bentuk
dan isi perjanjian bagi hasil, lamanya perjanjian bagi hasil dan lain-lain.
Data yang sifatnya kualitatif dicatat satu persatu untuk dinilai,
kemungkinan persamaan-persamaan jawaban seperti, pengertian bagi hasil dan
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faktor-faktor yang mendasari sistem bagi hasil, dan lain-lain. Setelah data dipilih-
pilih dan diolah, kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara logis atau masuk akal
dan sistematis dengan menggunakan metode induktif, deduktif dan komparatif.
1. Induktif, yaitu suatu tekhnik berfikir yang penulis pergunakan dalam
membahas data yang telah dikumpulkan dengan memulai dari hal-hal yang
bersifat khusus guna mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
2. Deduktif, yaitu suatu tekhnik berfikir yang penulis pergunakan dalam
membahas data yang telah dikumpulkan dengan memulai dari hal-hal yang
bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan khusus.
3. Komparatif, yaitu suatu pengolahan data yang penulis pergunakan dengan
jalan mengadakan komparasi atau perbandingan antara satu data dengan
data yang lain, kemudian diambil data yang paling akurat.
Analisis data secara logis berarti cara berfikir haruslah urut serta tetap dan
tidak berubah, serta tidak ada pertentangan didalamnya, sehingga kesimpulan
yang ditarik bisa di pertanggung jawabkan secara masuk akal atau logis.
F. Metode Pendekatan
Untuk menjelaskan perspektif yang digunakan penulis membahas objek
penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah:
1. Pendekatan syar’i, yaitu: membahas masalah dengan memperhatikan
ketentuan atau aturan yang ditetapkan dalam syari’at Islam, yaitu penulis
berpedoman pada dalil-dalil nash Al-qur’an dan hadist Nabi saw serta
44
Kompilasi Hukum Islam terutama mengenai kedudukan masyarakat petani
dalam hukum Islam.
2. Pendekatan sosiologi, yaitu: pendekatan dengan jalan memperhatikan
gejala-gejala yang kemungkinan terjadi yang dapat mempengaruhi
terjadinya aksi dalam interaksi antara anggota masyarakat sosial.
3. Pendekatan yuridis, yaitu: suatu pendekatan dengan jalan melihat
peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam aturan
hukum tertentu tersebut digunakan untuk melihat dan menelaah masalah-
masalah yang akan diteliti.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kab. Gowa
1. Letak Geografis dan Luas Wilayah
Desa Bontobiraeng merupakan salah satu desa yang termasuk dalam
wilayah Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Secara administratif, desa ini
terletak sekitar 4,5 km dari ibukota kecamatan, sekitar 15 km dari ibukota
kabupaten dan sekitar 25,5 km dari ibukota propinsi. Luas wilayah secara
keseluruhan adalah 600,8 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut :
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bajeng
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Bontonompo
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Bontobiraeng Selatan
 Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Romanglasa
2. Keadaan Iklim dan Topografi
Iklim merupakan faktor utama yang menentukan dalam usaha pertanian.
Iklim disuatu daerah ditentukan oleh beberapa unsur antara lain curah hujan,
kelembaban udara, itensitas cahaya, suhu dan kecepatan angin. Desa
Bontobiraeng termasuk salah satu daerah yang memiliki topografi relatif datar dan
beriklim sedang. Kelembaban udara di Desa ini berkisar antara 90% - 95% dengan
temperatur berkisar 26º C - 42º C. Periode Mei - Oktober tertiup angin Timur, saat
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dimana wilayah ini mengalami musim kemarau, dan pada bulan November– April
tertiup angin Barat yang membawa hujan.
3. Pola Penggunaan Lahan
Desa Bontobiraeng memiliki luas wilayah yaitu 600,8 Ha dengan alokasi
pemanfaatan lahan antara lain untuk pertanian, perkebunan, peternakan dan sarana
prasarana lainnya. Pola penggunaan lahan di Desa Bontobiraeng secara ringkas
diuraikan pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Pola Penggunaan Lahan di Desa Bontobiraeng, Kecamatan Bontonompo,
Kabupaten Gowa.





















Sumber : Kantor Desa Bontobiraeng, 2010
Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar lahan yang ada di Desa
Bontobiraeng dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Dari total luas lahan 600,8 Ha,
penggunaan lahan untuk pertanian khususnya lahan sawah menempati urutan
terbesar yakni seluas 368,73 Ha.
4. Keadaan Penduduk
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Penduduk merupakan salah satu potensi dasar dalam melaksanakan
pembangunan suatu wilayah. Gambaran tentang penduduk suatu wilayah dapat
dirinci berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok
umur. Disamping itu, perlu pula diketahui komposisi penduduk berdasarkan
pendidikan dan mata pencahariannya.
Kemampuan seseorang secara fisik dapat ditentukan oleh jenis kelamin,
karena jenis kelamin dapat menentukan klasifikasi dalam jenis pekerjaan yang
dilakoni oleh seseorang. Jumlah penduduk Desa Bontobiraeng berdasarkan jenis
kelamin secara rinci ditampilkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Bontobiraeng,
Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.
No Jenis Kelamin Jumlah(Jiwa)
Persen
(%)
1 Laki – laki 894 42,67
2 Perempuan 1.201 57,33
Total 2.095 100,00
Sumber : Kantor Desa Bontobiraeng, 2010
Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Bontobiraeng adalah
sebanyak 2.095 jiwa. Dari jumlah tersebut sebagian besar berjenis kelamin
perempuan, sebanyak 1.201 jiwa, selebihnya berjenis kelamin laki-laki sebanyak
894 jiwa.
Desa Bontobiraeng mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.095 jiwa
yang terdiri dari 511 KK (Kepala Keluarga) dan digolongkan dalam beberapa
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kelompok umur. Umur dapat mempengaruhi kemampuan kerja seseorang secara
fisik, umur yang relatif muda memiliki kecenderungan kemampuan untuk mencari
informasi dan menerima inovasi yang cepat yang berkaitan dengan aktivitas
usahataninya untuk lebih berkembang. Jumlah penduduk Desa Bontobiraeng
berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Desa Bontobiraeng,



































Sumber : Kantor Desa Bontobiraeng, 2010
Data yang ditampilkan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah
penduduk yang berusia produktif yaitu pada usia 15 - 54 tahun adalah sebanyak
1.448 jiwa, selebihnya tergolong usia non-produktif yaitu pada usia 0 - 14 tahun
sebanyak 548 jiwa, dan usia lebih dari 55 tahun sebanyak 109 jiwa. Hal ini
menunjukkan bahwa Desa Bontobiraeng memiliki sumberdaya manusia dalam hal
ini penduduknya yang sebagian besar berada dalam kategori umur produktif untuk
dimanfaatkan dalam pembangunan wilayah.
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Selain umur, tingkat pendidikan penduduk atau masyarakat sangat penting
artinya, karena tingkat pendidikan secara tidak langsung dapat mempengaruhi
pola pikir masyarakat tersebut. Tingkat pendidikan yang cukup dapat membuat
masyarakat lebih mampu melihat peluang dan pada akhirnya akan bersifat
dinamis. Gambaran mengenai penyebaran penduduk Desa Bontobiraeng menurut
tingkat pendidikan formalnya dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa
Bontobiraeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.
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Sumber : Kantor Desa Bontobiraeng, 2010
Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat
pendidikan formal penduduk Desa Bontobiraeng dikategorikan masih rendah. Hal
ini di indikasikan dengan masih besarnya jumlah penduduk yang belum atau tidak
tamat pendidikan dasar 9 tahun (setingkat SLTP). Jika diakumulasikan jumlah
penduduk yang tidak atau belum tamat SD/sederajat dan tamat SD/sederajat
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diperoleh jumlah sebanyak 1208 jiwa. Meskipun demikian, di Desa Bontobiraeng
telah terdapat penduduk yang telah menempuh pendidikan formal hingga sarjana
dan pascasarjana.
Mata pencaharian penduduk suatu wilayah juga memberikan dampak
terhadap perkembangan wilayahnya, karena mata pencaharian penduduk berkaitan
dengan penghasilan yang akan diperoleh seseorang untuk menunjang
perekonomian keluarganya, serta menentukan tingkat kemakmuran maupun
kedudukan/status seseorang dalam masyarakat.
Mata pencaharian penduduk di Desa Bontobiraeng sebagian besar adalah
petani. Hal ini merupakan suatu kewajaran, mengingat potensi wilayah Desa
Bontobiraeng sangat mendukung untuk bekerja di bidang pertanian. Jumlah
penduduk berdasarkan mata pencahariannya secara rinci diuraikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencahariannya di Desa
Bontobiraeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.
































Sumber : Kantor Desa Bontobiraeng, 2010
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Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa sebagian besar penduduk Desa
Bontobiraeng hidup dari sektor pertanian. Hal ini tergambar dari jumlah penduduk
yang bermata pencaharian sebagai petani. Salah satu yang menyebabkan
banyaknya penduduk yang bergerak dibidang pertanian adalah kondisi lahan yang
ada cukup luas dan sangat potensial untuk berusahatani. Faktor lain yang
menyebabkan penduduk sebagai petani adalah karena adanya penduduk yang
mempunyai pekerjaan ganda, artinya disamping sebagai pengrajin, juga bekerja
sebagai petani yang merupakan pekerjaan sampingan dalam menambah
pendapatan keluarga guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
5. Sarana dan Prasarana
Sarana merupakan salah satu alat/fasilitas yang dapat menunjang setiap
bentuk kegiatan masyarakat pada suatu wilayah, sehingga dapat memberikan
kemajuan dan perkembangan diwilayah tersebut. Adapun sarana dan prasarana
yang terdapat di Desa Bontobiraeng, dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Sarana dan Prasarana yang Terdapat di Desa Bontobiraeng, Kecamatan
Bontonompo, Kabupaten Gowa.
No Jenis dan Prasarana Jumlah (Buah)
1 Sarana Pendidikan
 Taman Kanak-kanak (TK)







3 Sarana Penunjang Keamanan
















Sumber : Kantor Desa Bontobiraeng, 2010
Tabel 6 menunjukkan bahwa pada umumnya sarana yang terdapat di Desa
Bontobiraeng cukup memadai, seperti terdapatnya sarana pendidikan, sarana
transportasi, sarana kesehatan masyarakat, sarana pemerintahan dan sarana
peribadatan. Pada tabel dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang terdapat
di Desa Bontobiraeng cukup beragam pada berbagai bidang, misalnya pada
bidang pendidikan terdapat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sejumlah 1 buah,
Sekolah Dasar (SD) sejumlah 3 buah, dan Taman Kanak-Kanak (TK) sejumlah 2
buah. Keberadaan sarana pendidikan ini cukup memberikan kemudahan bagi
penduduk yang berdomisili di daerah ini untuk memperoleh pendidikan.
Kemudian dalam bidang keamanan terdapat Pos Kamling sebanyak 4 buah, untuk
sarana kesehatan terdapat Puskesdes dan Posyandu masing-masing sejumlah 1
buah.
6. Identitas Responden
Identitas petani responden yang diuraikan berikut menggambarkan
keseragaman petani responden dari beberapa aspek yaitu umur, tingkat pendidikan
dan pengalaman berusahatani. Identitas seorang responden akan sangat membantu
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dalam proses penelitian karena dapat memberikan informasi tentang keadaan
usahataninya terutama dalam peningkatan produksi usahataninya.
1. Umur
Umur merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi kemampuan
seseorang untuk berpatisipasi dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam hal
berusahatani di lahan sawah. Pada umumnya petani yang memiliki umur yang
lebih muda dan masih sehat jasmaninya mempunyai fisik yang lebih kuat dan
lebih cepat menerima inovasi dan teknologi yang sedang berkembang dibanding
dengan petani yang telah berusia lanjut.
Umur petani responden bervariasi antara petani yang satu dengan yang
lainnya. Jumlah petani responden menurut kelompok umur dapat dilihat pada
Tabel 7.
Tabel 7. Jumlah Petani Responden Menurut Kelompok Umur di Desa




















Sumber : Data Primer
Tabel 7 menunjukkan bahwa sebagian besar petani responden berada pada
kategori kelompok berumur sedang yaitu (42 - 51 tahun) dan tua (>51 tahun),
masing-masing sebanyak 18 orang (35,29%). Sedangkan petani responden yang
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berada dalam kategori kelompok berumur muda (<42 tahun) hanya sebanyak 15
orang (29,41%). Hal ini berarti bahwa terdapat kecenderungan bahwa sebagian
besar petani responden relatif sulit untuk menerima informasi dan inovasi,
sebagaimana pendapat Mosher yang mengemukakan bahwa petani yang berumur
lebih muda dapat menerima informasi dan inovasi baru dan semua hal-hal yang
dianjurkan dan lebih berani menanggung resiko. Hal ini disebabkan oleh petani
yang lebih muda kurang pengalamannya sehingga untuk mengimbangi
kekurangan ini, maka ia bekerja lebih dinamis agar dapat mengembangkan
usahataninya dimasa yang akan datang.
2. Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan petani yang relatif memadai akan mempengaruhi
cara berfikir dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan aktivitas
usahataninya. Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah tingkat pendidikan
formal yang pernah diikuti oleh petani yang bersangkutan. Petani yang
mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung semakin cepat
memperoleh dan menerapkan inovasi yang bermanfaat dibanding dengan mereka
yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Di samping itu, lebih mengerti dan lebih
berani menerapkan inovasi baru dan pada akhirnya berpengaruh terhadap
usahatani yang dikelolanya. Tabel 8 berikut menunjukkan keseragaman petani
responden berdasarkan tingkat pendidikannya.
Tabel 8. Tingkat pendidikan petani responden di Desa Bontobiraeng, Kecamatan
Bontonompo, Kabupaten Gowa.
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Sumber : Data Primer
Data yang disajikan pada tabel 8 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan
sebagian besar petani responden relatif lebih memadai, karena sabagian besar
telah menempuh pendidikan dasar (6 - 9 tahun). Terdapat sabanyak 30orang
(58,82%) petani responden yang telah menamatkan pendidikan formalnya
ditingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, sedangkan yang telah
mengecap pendidikan lanjutan atas terdapat 8 orang (15,68%), dan terdapat 13
orang (25,49%) yang sama sekali tidak tamat pendidikan dasar. Meskipun
sebagian besar petani responden berada dalam kategori umur sedang dan tua yang
akan menghambat mereka dalam mencari informasi dan inovasi, namun dengan
latar belakang pendidikan formal yang relatif memadai akan terdapat
kecenderungan mereka lebih mampu melihat peluang dan bersifat dinamis dalam
melaksanakan aktivitas berusahatani.
3. Pengalaman Berusahatani
Pengalaman berusahatani yang dimaksud adalah sejak petani mulai
menggarap lahan sawah membantu orang tua hingga mampu mengusahakan
sendiri usahatani yang dikelolanya. Pengalaman berusahatani dari seorang petani
berpengaruh terhadap pola pengelolaan usahataninya, karena terdapat
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kecenderungan bahwa petani yang memiliki pengalaman yang cukup lama juga
memiliki kemampuan berusahatani yang lebih baik. Pengalaman berusahatani
petani responden di Desa Bontobiraeng di uraikan pada tabel 9.
Tabel 9. Pengalaman Berusahatani Petani Responden di Desa Bontobiraeng,



















Sumber : Data Primer
Pengalaman berusahatani petani responden dapat dikategorikan memadai.
Pada tabel 9 menunjukkan bahwa sebagian besar petani responden memiliki
pengalaman berusahatani yang dikategorikan sedang (17 - 26 tahun) dan lama (>
26 tahun). Dengan kondisi yang demikian mereka memiliki kecenderungan untuk
menentukan dan mengembangkan usahataninya kearah yang lebih maju.
Umumnya pemilik lahan lebih memilih petani penggarap yang berpengalaman
untuk menggarap lahan pertaniannya dibandingkan dengan petani penggarap yang
kurang berpengalaman. Begitu juga dengan petani penggarap, pengalaman
berusahataninya menentukan mereka untuk memutuskan menggarap sebidang
lahan dengan pertimbangan seperti apa bagi hasil yang cukup adil bagi mereka.
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B. Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik modal Dan Petani Penggarap Yang
Terjadi di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa
1. Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Penggarap
Sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan status petani sebagai petani
pemilik modal/lahan dengan petani penggarap dalam pengelolaan sebidang lahan
tentunya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak dan
kebiasaan-kebiasaan yang umum berlaku disuatu daerah. Olehnya itu,
kesepakatan bagi hasil berbeda-beda disetiap daerah ditentukan oleh tradisi daerah
masing-masing, kelas tanah, kesuburan tanah, banyaknya permintaan dan
penawaran.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil tidak hanya berbeda
antara satu daerah dengan daerah lain, namun perbedaan juga terjadi antara satu
petani penggarap dengan petani penggarap lainnya dalam satu daerah,
sebagaimana yang terjadi di Desa Bontobiraeng.
Suatu manusia yang menempati daerah tertentu yang nyata dan yang
berinteraksi dengan orang lain sangat dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan yang
berlaku dan dianut oleh masyarakat setempat.1 Begitu pula sistem bagi hasil yang
terjadi di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo, dimana bagi hasil
merupakan suatu lembaga hukum adat yang hidup dalam masyarakat, hingga saat
ini lembaga hukum tersebut masih ada dan dibutuhkan karena sektor pertanian
1 Robert L. Helibroner, Terbentuknya Masyarakat Ekonomi (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
1994), hal. 22
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masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat
setempat.
Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis, bahwa
perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik modal/lahan dengan petani
penggarap yaitu dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada
sesama anggota masyarakat. Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan  pada
dasarnya tergantung dari kesepakatan bersama menurut adat kebiasaan setempat
yang berlaku secara turun-temurun, dimana adat itu dijadikan sumber hukum yang
dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat meskipun bersifat tidak tertulis.2
Dalam hal perjanjian bagi hasil, terdapat beberapa bentuk-bentuk kerja
sama antara pemilik modal dan petani penggarap sebagai berikut:
1. Bentuk-bentuk Kerja sama
a. Pembiayaan dari pemilik modal
Apabila semua biaya ditanggung oleh pemilik modal/lahan, seperti
menyediakan bibit, pupuk, obat-obatan dan lain-lain, maka pemilik
lahan mendapatkan dua bagian dari yang dihasilkan dan penggarap
yang bergerak sebagai pengelola lahan pertanian mendapatkan satu
bagian, atau pembagiannya menurut kesepakatan antara kedua belah
pihak yang dilakukan pada awal akad sebelum proses penanaman
berlangsung.
2 H. Syahruddin, Dg. Ta’le, Tokoh Adat, wawancara dengan penulis pada tanggal, 11
September 2012
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Dalam bentuk kerja sama ini, pemilik modal tidak diharuskan ikut
serta dalam mengelola atau mengerjakan lahan pertanian, tetapi hanya
sebagai pengawas atau mengawasi selama proses pengolahan lahan
pertanian berlangsung. Dalam hal ini, petani penggaraplah yang
bertanggung jawab atas masalah pengelolaan lahan pertanian, seperti
menyiangi, menyirami, merawat, memupuki dan lain-lain sampai
berhasil/menghasilkan.3
Bentuk kerja sama ini biasanya dilakukan terhadap petani
penggarap yang sama sekali tidak memiliki lahan atau modal untuk
melakukan suatu usaha pertanian. Bagi petani berlahan sempit,
perjanjian kerja sama dengan sistem bagi hasil lebih menguntungkan
dibanding sistem sewa, karena resiko yang dapat disebabkan oleh
kegagalan tidak hanya ditanggung oleh penggarap tetapi ditanggung
pula oleh pemilik lahan/modal.4 Biarpun begitu dalam hal terjadi
kerugian pemilik modal merasa dirugikan atas seluruh modal yang
dikeluarkan sedangkan si penggarap sendiri rugi dalam hal waktu dan
tenaga.
b. Pembiayaan dari petani sebagai penggarap
Apabila penggarap yang menanggung biaya (benih dari penggarap),
maka penggarap mendapatkan dua bagian, sedangkan pemilik lahan
mendapatkan satu bagian, atau  pembagiannya menurut imbangan
yang telah disepakati pada awal akad.
3 Nursalam, Pemilik Modal, wawancara dengan penulis pada tanggal, 12 September 2012
4 Mutmainnah Dg. Baji, Pemilik Modal, wawancara dengan penulis pada tanggal 13
September 2012
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Dalam hal ini, penggaraplah yang berperan aktif dalam mengelola
dan mengerjakan usaha pertanian sampai selesai, sedangkan pemilik
lahan hanya menyediakan atau memberikan lahan pertaniannya
kepada si penggarap untuk diusahakan dan dikelola sebagai lahan
yang menghasilkan.5
c. Pembiayaan ditanggung bersama-sama
Perjanjian kerja sama ini dilakukan karena adanya kesepakatan
antara kedua belah pihak, dimana pemilik lahan hanya menyediakan
bibit, sedangkan kebutuhan yang lain ditanggung bersama-sama,
seperti pembelian pupuk, obat-obatan, dan lain-lainnya. Namun dalam
perjanjian ini sangat diperlukan kepercayaan karena masing-masing
pihak hanya mencatat sendiri-sendiri berapa biaya yang dikeluarkan
oleh pemilik lahan dan berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh si
penggarap. Biaya-biaya tersebut nantinya akan disatukan dan dihitung
berapa jumlah keseluruhan biaya yang sudah dikeluarkan untuk
pengelolaan usaha pertanian tersebut.
Perjanjian seperti ini biasanya terjadi karena disebabkan oleh
modal yang dianggap tidak cukup untuk membiayai suatu usaha
pertanian baik dari pemilik lahan maupun si penggarap. Dengan
demikian diadakanlah perjanjian ini agar usaha pertanian dapat
dijalankan atau dikerjakan. Adapun pembagian hasilnya dengan
5 Abdul Arsyad, Petani Penggarap, wawancara dengan penulis pada tanggal, 14
September 2012
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banyaknya modal masing-masing pihak atau menurut kesepakatan
bersama (pemilik lahan dan penggarap).
2. Bentuk dan Isi Perjanjian Bagi Hasil
a. Bentuk perjanjian bagi hasil
Bentuk perjanjian bagi hasil lahan pertanian yang terjadi
dimasyarakat sangat beragam atau tidak sama antara yang satu dengan
yang lainnya, karena perjanjian yang dilakukan tergantung dari
kesepakatan antara kedua belah pihak atau masing-masing pihak yang
mengadakan perjanjian bagi hasil tersebut.6
Perjanjian bagi hasil yang merupakan hukum perikatan adat dalam
melaksanakan perjanjian yang memang mementingkan kesebandingan
hukum (agar tercapainya ketentraman). Akan tetapi juga kepastian
hukum tidak dapat diremehkan, oleh karena proses hukum perikatan
adat dilaksanakan pada tercapainya keterikatan. Sebagai hukum yang
tidak tertulis hukum adat tidak mungkin mati, begitu juga dalam
perjanjian bagi hasil yang terjadi di masyarakat pedesaan pada
umumnya dilaksanakan secara lisan dan masih memakai hukum adat.
b. Isi Perjanjian
Isi perjanjian bagi hasil di Desa Bontobiraeng Kecamatan
Bontonompo antara lain berisi mengenai hak dan kewajiban masing-
masing pihak, resiko, lamanya waktu perjanjian bagi hasil,
berakhirnya perjanjian bagi hasil dan pembagian hasil.
6 Anto, Dg. Gassing, Pemilik Modal, wawancara dengan penulis pada tanggal 15
September 2012
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1. Hak dan Kewajiban
Dalam perjanjian bagi hasil, bahwa yang berlaku sebagai subjek
hukum dalam perjanjian bagi hasil adalah pemilik modal/lahan dan
penggarap, dimana isi perjanjian tersebut ditentukan masing-masing
hak dan kewajiban mereka.
Adapun hak dan kewajiban dari pemilik tanah7 yaitu :
a. Memberikan izin kepada penggarap untuk mengolah tanah
tersebut.
b. Memberikan modal.
c. Menerima hasil panen sesuai dengan imbangan yang telah
ditentukan sebelumnya.
d. Menyediakan bibit, pupuk atau pestisida.
e. Menyediakan pondok dan lain-lain.
Sedangkan hak dan kewajiban penggarap8 antara lain :
a. Memberikan penyuluhan/bimbingan tentang pengolahan tanaman
(khusus perjanjian di Desa Bontobiraeng)
b. Mengolah tanah dan menanam serta merawat tanaman tersebut.
c. Memberikan sebagian hasil panen atau imbangan menurut
kesepakatan.
d. Menyerahkan kembali tanah garapan kepada pemilik setelah
berakhirnya perjanjian.
7 Syamsih, Pemilik Modal, wawancara dengan penulis pada tanggal, 16 September 2012
8 Marlin, Petani Penggarap, wawancara dengan penulis pada tanggal, 17 September 2012
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2. Resiko
Dalam perjanjian bagi hasil resiko itu dapat terjadi apabila tanaman
tersebut diserang hama, iklim, terbakar, banjir yang dapat
menyebabkan gagal panen atau resiko tersebut dapat berupa anjloknya
harga hasil panen. Sehubungan dengan perjanjian bagi hasil di Desa
Bontobiraeng, maka yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang
memikul resiko jika terjadinya gagal panen, berdasarkan hasil
penelitian dilapangan, sebagian besar resiko ditanggung oleh kedua
belah pihak, hal ini sesuai dengan sifat bagi hasil yang menunjukkan
bahwa bagi hasil itu tidak hanya merupakan bisnis semata tapi ada
nilai sosialnya.
Jika gagal panen akibat dari kelalaian si penggarap maka sangsi
yang diberikan oleh pemilik modal berupa pengucilan atau tidak ingin
mengadakan bentuk kerja sama lagi dengan petani penggarap tersebut,
dalam hal ini pemilik modal merasa telah dirugikan atas seluruh
pembiayaan yang sudah dileluarkan.9
3. Lamanya Waktu Perjajian
Lamanya waktu perjanjian ditentukan biasanya berdasarkan musim
panen, selama ada izin dari pemilik modal/lahan dan selama
penggarap mau menggarap tanah tersebut, lamanya waktu yang
ditentukan misalnya 3 bulan (satu kali panen) atau sampai masa panen
selesai.




Berakhirnya perjanjian bagi hasil di Desa Bontobiraeng Kecamatan
Bontonompo sebagian besar karena telah berakhir jangka waktunya,
misalnya karena telah berakhir masa panen, dan berakhirnya
perjanjian sebelum waktunya. Berakhirnya perjanjian sebelum
waktunya biasanya bukan karena ada persetujuan dari kedua belah
pihak atau dari penggarap, tetapi pemutusan perjanjian itu datangnya
dari pihak pemilik modal/lahan, karena pihak penggarap merugikan
sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat.
Sebaliknya kerugian itu dapat timbul dari pemilik modal/lahan, karena
meminta bagian kepada si penggarap lebih besar dari yang disepakati
sebelumnya pada awal akad.
Transaksi bagi hasil umumnya mulai berlaku pada saat menanam
dan berakhir setelah panen, dengan kata lain transaksi bagi hasil
berakhir atau diakhiri sesudah setiap panen.
5. Pembagian Hasil
Dalam transaksi bagi hasil, imbangan atau bagian masing-masing
merupakan salah satu dari isi perjanjian. Besarnya bagian ini dapat
terjadi karena kebiasaan setempat atau berdasarkan kesepakatan
masing-masing pihak. Besarnya bagian atau imbangan masing-masing
pihak ini dapat ditentukan oleh pemilik tanah, penggarap, kedua belah
pihak menurut hukum adat atau kebiasaan setempat.
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Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk perjanjian
bagi hasil yang terjadi di Desa Bontobiraeng sangat beragam, namun sistem bagi
hasil yang dilaksanakan tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak
menurut hukum adat kebiasaan setempat. Dalam hal terjadi kerugian atau gagal
panen, maka resikonya ditanggung bersama-sama antara pemilik modal dan
penggarap, dalam hal ini antara pemilik modal dan penggarap melaksanakan
perjanjian bagi hasil tidak hanya untuk kepentingan bisnis, tetapi karena adanya
nilai sosial dengan saling mempercayai satu dengan yang lainnya. Sebagaimana
firman Allah SWT yakni QS. At-Taubah: 7 yang berbunyi:
       
             
 
Artinya:
“Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya
dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu Telah
mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharaam[632]? Maka
selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula)
terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.10
Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian bagi hasil yang berlaku didalam
masyarakat pedesaan pada umumnya adalah menurut hukum adat kebiasaan
setempat, dimana hukum adat ini tidak pernah mati dan sesuai dengan fungsinya
10 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit
Diponegoro, 2004), hal. 150
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didalam masyarakat. Meskipun perjanjian bagi hasil itu bersifat tidak tertulis,
namun dalam hal perjanjian harus dinyatakan secara jelas oleh kedua belah pihak
agar terjalin kedudukan hukum yang layak dan tidak terjadi penyimpangan oleh
salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Tapi apabila terjadi kecurangan
atau dari salah satu pihak menyalahi perjanjian, maka dari pihak lain dapat
membatalkan perjanjian tersebut.
Dalam hal perjanjian bagi hasil secara tidak tertulis atau dilakukan secara
lisan oleh kedua belah pihak terdapat kelemahan dalam perjanjian tersebut, dalam
hal ini, seseorang yang melakukan perjanjian bagi hasil khususnya penggarap
dengan mudah melakukan penyimpangan dalam perjanjian tersebut karena tidak
adanya bukti atau perjanjian tertulis yang dilakukan pada saat melakukan akad.
Maka pemilik modal akan merasa dirugikan dalam perjanjian bagi hasil yang
dilakukan tersebut.
2. Faktor-Faktor Yang Mendasari Sistem Bagi Hasil
Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara
pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarapan lahan
tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah
selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama
kali mengadakan transaksi.
Terjadinya sistem bagi hasil di desa Bontobiraeng dilatarbelakangi oleh
adanya pemilik lahan yang tidak dapat menggarap sendiri lahannya karena bukan
berprofesi sebagai petani dan tidak menetap di Desa Bontobiraeng atau tidak
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dapat menggarap lahannya karena kewalahan dalam menangani semua lahan yang
dimiliki. Dilain pihak terdapat petani yang tidak memiliki lahan, sementara
mereka memiliki keterampilan dalam berusahatani atau bahkan berusahatani
merupakan satu-satunya keterampilan yang dimiliki. Sedangkan mereka yang
tidak ada waktu untuk mengolah tanahnya, maka tidak dapat berbuat banyak
terhadap tanah tersebut, daripada menjadi lahan tidur, sehingga untuk
memproduktifkan tanah itu, ia mengadakan transaksi bagi hasil dengan petani
penggarap.11
Di Desa Bontobiraeng biasanya suatu bentuk kerja sama antara pemilik
lahan dan penggarap itu terjadi karena ada salah satu pihak yang menawarkan diri,
baik dari si penggarap maupun dari pemilik modal/lahan. Adanya bentuk kerja
sama ini karena adanya keinginan bersama (pemilik modal dan penggarap)
dimana antara kedua belah pihak saling membutuhkan untuk memproduktifkan
lahan pertanian sehingga dapat menghasilkan. Utamanya bagi si penggarap yang
tidak mempunyai lahan atau modal untuk mengelola/mengerjakan usaha
pertanian.12
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terjadinya sistem bagi hasil
antara pemilik lahan dengan petani penggarap tidak hanya didasarkan pada
perjanjian atau kesepakatan bersama, namun ada beberapa faktor lain yang
11 Muslimin Dg. manna, Pemilik Modal, wawancara dengan penulis pada tanggal, 19
Sreptember 2012
12 H. Syahruddin Dg. Ta’le, Tokoh Adat, wawancara dengan penulis pada tanggal, 20
September 2012
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mendasari. Hal ini tergambar jelas pada jumlah petani responden sebagaimana
diuraikan pada tabel 10.
Tabel 10. Jumlah Petani Responden Berdasarkan Faktor-faktor yang Mendasari
Sistem Bagi Hasil di Desa Bontobiraeng, KecamatanBontonompo,
Kabupaten Gowa.





1. Kebiasaan di Desa Bontobiraeng sejak dahulu(F1) 8 15,68
2. Hubungan Kekerabatan antara petanipenggarap dengan pemilik lahan (F2) 6 11,76
3. Kesepakatan kedua belah pihak (F3) 13 25,49
4.
Kebiasaan di Desa Bontobiraeng sejak dahulu
dan Hubungan kekerabatan antara petani
penggarap dengan pemilik lahan (F1 dan F2)
8 15,68
5. Kebiasaan sejak dahulu dan Kesepakatankedua belah pihak (F1 dan F3) 6 11,76
6.
Hubungan kekerabatan antara petani
penggarap dengan pemilik lahan dan
Kesepakatan kedua belah pihak (F2 dan F3)
10 19,60
Jumlah 51 100,00
Sumber : Data Primer
Data yang dihasilkan pada tabel 11 menunjukkan bahwa faktor-faktor
yang mendasari sistem bagi hasil yang paling besar yaitu adanya kesepakatan
kedua belah pihak dengan jumlah responden sebanyak 13 orang (25,49%).
Umumnya bagi hasil terbentuk dengan adanya kesepakatan antara kedua belah
pihak, begitu juga di Desa Bontobiraeng. Sebagian besar pola yang terbentuk
disebabkan karena faktor kebiasaan adat yang ada di desa tersebut. Adanya
kesepakatan kedua belah pihak dan kebiasaan adat desa juga menjadi alasan
terbentuknya pola bagi hasil yang dilakukan oleh 6 orang petani responden
(11,76%).
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Besarnya hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak menjadi
faktor yang sangat menguntungkan bagi petani penggarap karena pola bagi hasil
yang terbentuk cukup adil bagi petani. Terdapat 6 petani responden (11,76%)
yang memiliki hubungan kekerabatan yang besar dengan pemilik lahan. Pola yang
terbentuk dalam faktor ini lebih besar ditentukan oleh petani pemilik lahan karena
bertujuan untuk membantu keluarganya yang hanya mampu memperoleh
pendapatan dari usaha pertanian.
Dalam melakukan perjanjian bagi hasil, hal yang diperhatikan oleh
pemilik modal/lahan dan penggarap, yaitu :
1. Kata Sepakat
Agar perjanjian itu sah adanya, maka kata sepakat merupakan unsur
yang paling penting dalam perjanjian bagi hasil di Desa Bontobiraeng
Kecamatan Bontonompo. 100% pihak-pihak yang mengadakan transaksi
bagi hasil berdasarkan kata sepakat. Ini merupakan suatu bukti bahwa
dalam masyarakat hukum adat di Desa Bontobiraeng, dimana kata sepakat
merupakan unsur yang penting dalam perjanjian bagi hasil.
2. Dewasa
Kecakapan para pihak-pihak merupakan salah satu syarat sahnya suatu
perjanjian. Maksudnya seseorang yang membuat perjanjian harus cakap
dalam arti dewasa atau mampu melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan
hasil penelitian di Desa Bontobiraeng bahwa yang berumur 20 tahun dan
belum menikah sudah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya
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dalam perjanjian bagi hasil atau sudah dianggap mampu untuk
melaksanakan perbuatan hukum.
Dari berbagai pendapat dapat ditelaah bahwa ukuran (kritereal) dewasa
menurut hukum adat berbeda-beda, sehingga oleh masyarakat ukuran
tersebut hanya dapat diterapkan dengan cara menelaah peristiwa yang
terjadi. Memang perlu diakui bahwa mungkin terjadi ketidakpastian
hukum, oleh karena tolak ukurnya adalah sikap masyarakat yang
ditentukan oleh perilaku sosial dari warga yang bersangkutan.13
3. Syarat Sahnya Perjanjian
Dapat dikatakan bahwa syarat sahnya perjanjian bagi hasil di Desa
Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo yaitu adanya kesepakatan para
pihak, dimana pihak-pihak tersebut cakap bertindak dalam perbuatan
hukum dalam arti kata sudah “dewasa”. Selain adanya kesepakatan, harus
ada izin untuk mengolah atau menggarap tanah tersebut dari penguasa atau
pemilik tanah : tanah tersebut tidak dalam sengketa dan pemberian hasil
panen oleh penggarap kepada pemilik tanah yang besar imbangan menurut
kebiasaan setempat misalnya bagi dua atau tiga atau berdasarkan
kesepakatan sebelumnya. Dalam hukum adat tempat transaksi tersebut
perjanjian bagi hasil biasanya dilakukan secara lisan oleh para pihak
karena adanya unsur saling mempercayai.
13 H. Syahruddin, Dg. Ta’le, Tokoh Adat, wawancara dengan penulis pada tanggal 21
September 2012
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Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk kerja
sama antara pemilik modal dan penggarap terjadi karena dilatarbelakangi oleh
adanya pemilik lahan yang tidak dapat menggarap sendiri lahannya atau tidak ada
waktu untuk mengerjakannya, dilain pihak petani penggarap yang tidak
mempunyai lahan/modal untuk menjalankan usaha pertanian, maka diadakanlah
bentuk kerja sama ini, dimana antara kedua belah pihak saling membutuhkan baik
dari segi permodalan dan pengolahan. Dalam hal ini pemilik lahan memberikan
lahannya kepada si penggarap untuk menjalankan suatu usaha pertanian sehingga
menjadi lahan yang menghasilkan, dengan pembagian hasilnya berdasarkan
perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian
yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi.
C. Bagaimana Sistem Bagi Hasil Yang Dianut Masyarakat Desa
Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Apakah Sudah
Sesuai Dengan Sistem Yang Dianjurkan Syari’at Islam
Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada
umumnya adalah bedasarkan dari kesepakatan bersama antara pemilik modal dan
penggarap menurut hukum adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-
temurun, dimana hukum adat itu dijadikan sumber hukum yang dapat dipatuhi
oleh masyarakat setempat dan perjanjian bagi hasil yang terjadi biasanya
dilakukan secara lisan dengan saling mempercayai antara sesama anggota
masyarakat, sebagaimana yang terjadi di Desa Bontobiraeng Kecamatan
Bontonompo.
72
Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya perjanjian bagi hasil di
Desa Bontobireng dikarenakan adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk
bekerja sama dalam pengolahan lahan pertanian agar menjadi lahan yang
menghasilkan. Dalam hal ini antara pemilik modal dan penggarap saling
membutuhkan, terbentuknya kerja sama ini biasanya terjadi karena ada dari
pemilik lahan yang tidak mampu atau tidak mempunyai waktu untuk
mengelola/mengerjakan lahannya dan terkadang perjanjian itu muncul karena
adanya penggarap yang tidak memiliki modal/lahan untuk berusahatani. Oleh
karena itu, petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari
keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempererat tali
persaudaraan dan tolong-menolong diantara mereka.
Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam membenarkan seorang muslim
berusaha secara perorangan maupun penggabungan modal dan tenaga, karena
banyak usaha yang tidak cukup ditangani oleh seorang diri, melainkan harus
bergabung dan bekerja sama dengan orang lain, yang memungkinkan usaha
tersebut dapat berjalan lancar. Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang
menguntungkan seseorang dan masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai halal
dan mengandung kebaikan ditekankan adanya bentuk kerja sama. Maka Islam
mensyari’atkan bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil khususnya dalam
bidang pertanian yaitu Al-muzara’ah dan Al-musaqah agar terhindar dari segala
hal yang tidak dianjurkan agama Islam seperti penyimpangan, kecurangan dan
ketidakjujuran dalam perjanjian bagi hasil tersebut. Sebagaimana firman Allah
SWT dalam QS. An-Nisa (4) : 29 :
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                  
  
Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.14
1. Al-muzara’ah
Sebagaimana kita ketahui bahwa al-muzara’ah merupakan bentuk kerja
sama dengan sistem bagi hasil yang dianjurkan syari’at Islam, khususnya dalam
bidang pertanian. Al-muzara’ah berasal dari kata az-zar’u yang artinya ada dua
cara, yaitu menabur benih atau bibit dan menumbuhkan. Dari arti kata tersebut
dapat dijelaskan bahwa al-muzara’ah adalah sebuah akad kerja sama pengolahan
lahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan
memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara
dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, namun jika terjadi kerugian atau
gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi ia telah rugi atas
usaha dan waktu yang telah dikeluarkan.15
Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang berbunyi:
                     
14 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit
Diponegoro, 2004), hal. 65




“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau
hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya. (HR. Bukhari).16
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang terjadi di Desa
Bontobiraeng yaitu sangat tergantung dari kesepakatan antara pihak-pihak yang
mengadakan perjanjian bagi hasil, dalam hal ini pemilik modal dan penggarap,
dimana pemilik modal memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk
diusuhakan sampai berhasil dan penggarap berhak mendapatkan imbalan atau
upah dari hasil panen dengan pembagiannya tergantung dari kesepakatakan antara
kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat (43) :
32, yang berbunyi:
                  
                    
  
Artinya:
Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan
kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa
derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan
rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.17
16 Al-Wajis, Ensiklopedi Muslim Taisirul’ Alam Jilid 3, Shahihul Bukhari.
17 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit
Diponegoro, 2004), hal. 392
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Dan firman Allah dalam surah At-Talaq (65) ayat 6 yang berbunyi:
             
Artinya:
“... jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah
kepada mereka upahnya...18
Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bontobiraeng
dapat dikatakan sangat beragam, intinya perjanjian bagi hasil tersebut dapat
terlaksana apabila terdapat kata sepakat antara pemilik modal dan penggarap.
Berdasarkan perjanjian bagi hasil yang terjadi, apabila biaya atau modal
ditanggung oleh pemilik lahan seperti pembelian bibit, pupuk, obat-obatan, dan
lain-lain, sedangkan penggarap aktivitasnya mencakup pemeliharaan dan
pengelolaan, maka besarnya bagian yang akan didapat oleh masing-masing pihak
dari hasil panen ditentukan, misalnya dua bagian untuk pemilik modal/lahan dan
satu bagian untuk penggarap atau menurut kesepakatan antara kedua belah pihak
yang telah disepakati pada awal akad. Namun apabila seluruh biaya kebutuhan
lahan pertanian ditanggung oleh si penggarap, dalam hal ini pemilik modal hanya
memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap, maka pembagian hasilnya
akan di bagi sesuai dengan imbangan yang telah disepakati pada awal akad,
misalnya penggarap mendapatkan dua bagian dan pemilik lahan hanya
18 Ibid., hal. 446
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mendapatkan satu bagian, dan apabila biaya kebutuhan lahan pertanian
ditanggung bersama-sama antara pemilik modal dan penggarap, maka pembagian
hasil panennya dibagi sesuai dengan banyaknya modal masing-masing pihak
sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak pada awal akad.
Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil
yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bontobiraeng sudah sesuai dengan sistem
yang dianjurkan syari’at Islam. Dimana dari hasil penelitian dan penjelasan dari
sistem bagi hasil di atas bahwa hal ini sudah sesuai dengan sistem muzara’ah yang
dianjurkan oleh syari’at Islam khususnya dalam bidang pertanian.
2. Al-musaqah
Al-musaqah adalah salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan agama
Islam dalam bidang pertanian, sebenarnya musaqah hampir sama dengan sistem
muzara’ah hanya saja musaqah bentuknya lebih sederhana. Musaqah berasal dari
kata as-saqy yang artinya penyiraman dan pengairan. Dari arti kata tersebut, maka
dapat dijelaskan bahwa al-musaqah adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik
lahan dengan pengelola, dimana aktivitas yang dilakukan pengelola hanya
menyangkut segala hal yang berkaitan dengan masalah pengairan dan penyiraman
dan tidak ada kaitannya dengan aktivitas diluar itu, namun si pengelola berhak
atas nisbah tertentu dari hasil panen.19
Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang berbunyi:
19 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 100
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:          :            
             ’’:                
.      .  
Artinya:
“Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata, “orang-orang Anshar berkata
kepada Rasulullah Wahai Rasulullah, bagikanlah ladang kurma kami, antara
kami dan saudara-saudara kami (maksudnya para sahabat Muhajirin).” Beliau
bersabda, “Tidak.” lalu orang-orang Anshar itu berkata, kalian memberi biaya
perawatannya, lalu buahnya kita bagi bersama.” Maka kaum Muhajirin berkata,
“kami patuh dan kami taat.” (HR. Bukhari).20
Dalam musaqah umumnya biaya atau modal untuk kebutuhan lahan
disediakan oleh pemilik lahan dan pengelola tanah hanya bertanggung jawab atas
pengairan dan penyiraman. Jadi bentuk kerja sama musaqah dalam hal ini pemilik
lahan yang menanggung seluruh kebutuhan lahan seperti menyediakan benih,
pupuk, obat-obatan, dan lain-lain, sedangkan pengelola atau penggarap
bertanggung jawab atas pengairan dan penyiraman, dalam hal ini penggarap hanya
menyediakan waktu dan tenaganya. Adapun sistem bagi hasil antara kedua belah
pihak tidak terikat dalam hal apakah perjanjian tersebut berbentuk bagi hasil atau
tidak, namun si pengelola berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen sesuai
dengan kesepakatan antara kedua belah pihak pada awal akad.
Di Desa Bontobiraeng terdapat petani pemilik modal dan penggarap yang
melakukan bentuk kerja sama ini, utamanya bagi petani penggarap yang sama
20 Imam Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Bukhari (Bandung: Penerbit Jabal, 2012), hal. 333
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sekali tidak memiliki modal atau lahan untuk melakukan usaha pertanian, dan
bentuk kerja sama ini biasanya dilakukan oleh pemilik modal dengan
menawarkannya terlebih dahulu kepada sanak keluarga atau kerabat dekat yang
ingin mengolah tanahnya, namun apabila dari sanak keluarga tidak ingin atau
tidak bisa, barulah menawarkannya kepada orang lain yang ingin mengerjakan
lahannya, dan seseorang yang ditawarkan yaitu seseorang yang dapat dipercaya
dalam arti dapat mempertanggung jawabkan pekerjaannya yang diamanahkan
oleh pemilik modal/lahan sehingga lahan yang diusahakan tersebut dapat
menghasilkan.21 Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Qashash (28) : 26
sebagai berikut :
                   
Artinya:
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia
sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling
baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya".22
Ayat tersebut memberi indikasi tentang kerja sama musa dengan tukang
tenung dari Madyan beserta putri-putrinya, yaitu salah seorang diantara putri ahli
tenung berkata : Upahilah Musa untuk mengembalakan kambingmu, karena
21 Abdul Malik, Pemilik Modal, wawancara dengan penulis pada tanggal, 19 September
2012
22 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit
Diponegoro, 2004), hal. 310
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sebaik-baiknya orang kuat dalam menjaga dan mengurus kambing, ialah seorang
yang dapat dipercaya yang tidak dikhawatirkan akan menghianati amanat.23
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bentuk kerja sama dalam sistem
bagi hasil di Desa Bontobiraeng adalah sangat beragam, dimana dalam hal ini ada
pemilik modal yang hanya mengambil modal dari hasil panen sesuai dengan yang
telah dikeluarkan dalam pembiayaan usaha pertanian, kemudian selebihnya
diberikan kepada petani penggarap sebagai upah dari lahan pertanian yang
diusahakannya. Ada juga yang membagi dua dari hasil panen atau menurut
kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad.
Dari penjelasan di atas dan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil yang terjadi di Desa
Bontobiraeng yaitu sangat tergantung dari kesepakatan antara pemilik lahan dan
penggarap yang mengadakan akad, dan walaupun sistem bagi hasil yang
dilakukan bermacam-macam namun sistem bagi hasil tersebut sudah sesuai
dengan sistem musaqah yaitu sistem yang dianjurkan agama Islam.






Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bagian atas, maka
dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Bontobiraeng antara pemilik modal
dengan petani penggarap yaitu berdasarkan dari kesepakatan antara kedua
belah pihak menurut hukum adat kebiasaan setempat yang berlaku secara
turun-temurun, dimana adat itu dijadikan sumber hukum yang dapat
dipatuhi oleh masyarakat setempat dan perjanjian bagi hasil yang terjadi
pada umumnya dilakukan secara lisan dengan saling mempercayai antara
sesama anggota masyarakat.
2. Terjadinya suatu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil di Desa
Bontobiraeng disebabkan karena ada dari pemilik modal yang tidak
mampu mengolah sendiri lahan pertaniannya atau tidak punya waktu untuk
mengerjakannya, dan dari petani penggarap yang sama sekali tidak
memiliki lahan pertanian untuk bertani. Oleh karena itu, pemilik modal
dan petani penggarap melakukan suatu bentuk kerja sama dengan sistem
bagi hasil, selain untuk mendapatkan hasil dari lahan pertanian juga untuk




3. Bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil yang dianut oleh masyarakat
Desa Bontobiraeng memiliki persamaan dengan sistem yang dianjurkan
syari’at Islam dalam arti sudah sesuai/sejalan dengan sistem yang
disyari’atkan agama Islam khususnya dalam bidang pertanian yaitu bentuk
kerja sama dengan sistem bagi hasil muzara’ah dan sistem bagi hasil
musaqah. Dimana pemilik modal memberikan lahan pertaniannya kepada
si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian
tertentu dari hasil panen disebut muzara’ah, dan apabila seluruh
pembiayaan kebutuhan lahan pertanian ditanggung oleh pemilik modal
seperti benih, pupuk, obat-obatan, dan lain-lain, sedangkan si penggarap
hanya bertanggung jawab atas pengairan dan penyiraman, namun si
penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen disebut musaqah.
B. Saran-saran
Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka berikut
ini akan dikemukakan saran-saran sebagai berikut:
1. Sampai saat ini bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil yang terjadi di
Desa Bontobiraeng masih menggunakan hukum adat kebiasaan setempat
dengan saling mempercayai antara sesama anggota masyarakat dan
biasanya dilakukan secara lisan oleh para pihak. Dalam hal ini, penulis
menyarankan agar dalam setiap melakukan suatu bentuk kerja sama
dengan sistem bagi hasil sebaiknya dilakukan dalam bentuk tertulis
dihadapan kepala desa atau dipersaksikan oleh tiga orang saksi. Hal ini
penting agar dari kedua belah pihak dapat mempertanggung jawabkan
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perbuatannya dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban dari masing-
masing pihak.
2. Sistem penguasaan lahan pertanian di Desa Bontobiraeng lebih banyak
terjadi melalui sistem bagi hasil. Oleh karena itu, antara pemilik modal dan
penggarap dalam melakukan suatu bentuk kerja sama dengan sistem bagi
hasil harus mengetahui sistem yang dianjurkan agama Islam khususnya
dalam bidang pertanian, agar sesuai/sejalan dengan sistem yang
disyari’atkan agama Islam dan diridhoi oleh Allah SWT. Hal ini penting
agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dapat
merugikan seperti adanya penyimpangan, kecurangan, dan ketidak adilan
dari salah satu pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil, baik pemilik
modal maupun petani sebagai penggarap.
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